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B KATA PENGANTAR _‘

A

Assalamu’alaikum wr. wb.

Alhamdulillahirabbil’alamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan kekuatan, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Amurang Tahun 2020 ini dapat kami selesaikan
penyusunannya.

Secara yuridis, LKjIP ini disampaikan untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 5
Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, upaya penguatan
akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010,
maka Pengadilan Agama Amurang menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2020 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang dimuat
dalam Peraturan PerUndang-Undangantersebut.

Laporan LKjIP Pengadilan Agama Amurang Tahun 2020 ini memuat hal-hal yang terkait
dengan pelaksanaan tugas pokok, program kerja dan kegiatan yang terkait dengan fungsi Pengadilan
Agama Amurang sebagai salah satu alat kelengkapan Negara yang memberikan layanan kepada
masyarakat di bidang penegakan hukum di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawasi
Utara.

Materi dari laporan ini berisi informasi yang memberikan gambaran riil capaian dan
keberhasilan Pengadilan Agama Amurang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
(TUPOKSI) selama tahun 2020 dan hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya.
Penyusunan dan penyajian laporan ini juga dimaksudkan sebagai dasar evaluasi penyempurnaan
pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Amurang pada tahun berikutnya (tahun 2021) dan sebagai
informasi kepada institusi terkait yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan

kebijakan selanjutnya.
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Kami menyadari dalam penyajian Laporan ini, baik secara format maupun substansi masih
terdapat kekurangan. Oleh karena itu berbagai saran dan masukan sangat Kami harapkan untuk

pembenahan dan kesempurnaan penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Amurang di masa yang akan
datang.
Wassalam,

- ~Amurang, 08 Januari 2021
li'as;\I?,(;:pgadilan Agama Amurang,
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IKHTISAR EKESEKUTIF

(EXECUTIVE SUMMARY)

Berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen
Penetapan Kinerja dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) Nomor 29
Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja, serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan
Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sebagai bentuk
kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Agama Amurang
telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dalam rangka
mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan Agama dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
terkait dengan visi dan misi Pengadilan Agama Amurang.

Pengadilan Agama Amurang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun
anggaran 2020 telah melaksanakan 3 (tiga) program/kegiatan utama yang ingin dicapai yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksaan tugas teknislainnya,
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Peradilan Agama, dan
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama.
Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 4 (empat) tujuan dan
sasaran kinerja, yaitu:
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan danakuntabel,
2. Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaianperkara,
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
4. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dari keempat tujuan tersebut ditetapkan juga 12 (dua belas) Indikator Kinerja sebagai

berikut :

Prosentase sisa perkara yang diselesaikan,

Prosentase Perkara yang diselesaikan tepatwaktu,

Prosentase penurunan sisa perkara

Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan PK),
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layananperadilan,

Prosentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan,

Prosentase salinan putusan yang diterima oleh Pengaju tepatwaktu,

0 N o U B~ W N R

Prosentase perkara yang diselesaikan melaluimediasi,
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9. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan,

10. Prosentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan,
11. Prosentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum,

12. Prosentase putusan perkara perdata yang ditidaklanjuti(eksekusi)
13. Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraanperadilan.

Secara umum sumber Dana Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama
Amurang yang pertama berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI setelah mengalami 5 (lima) kali
revisi/perubahan adalah berjumlah Rp 3.436.058.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh enam
lima puluh delapan ribu rupiah) dan pengelolaannya dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi
menjadi 3 (tiga) bagian yaitu : 1) Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp
2.423.922.000,00, 2) Belanja Barang (Biaya Kegiatan Operasional) sebesar Rp 1.012.136.000,00 dan
3) Belanja Modal sebesar Rp 25.000.000,00. Sedangkan yang kedua anggaran berasal dari Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang pengelolaannya dilaksanakan untuk biaya
pelaksanaan penyelesaian Administrasi perkara, meliputi Bantuan Biaya Prodeo sebesar Rp
4.000.000,00 dan pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Amurang (Sidang Keliling)
berjumlah Rp 12.000.000,00.

Selama tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Amurang telah melakukan 5 (lima) kali
revisi anggaran, yaitu pada saat adanya perubahan anggaran tambahan pada pertengahan tahun
2020 berupa penambahan Layanan Jasa Listrik, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja barang
operasional lainnya dan juga adanya perubahan pada Belanja Pegawai (Gaji dan uang makan). Dalam
upaya pencapaian kinerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1
(satu) tahun pada tahun 2020, Pengadilan Agama Amurang telah berusaha memenuhi target yang
telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 dengan segala potensi yang ada,
namun dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat pula hambatan dan masalah yang dihadapi.

Secara umum dapat disampaikan bahwa hasil capaian kinerja sasaran pada Pengadilan
Agama Amurang Tahun 2020 telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. Namun demikian masih terdapat beberapa sub kinerja yang belum mencapai target
karena terjadinya beberapa kendala, diantaranya adalah capaian terhadap indikator perkara yang
diselesaikan dengan mediasi, pemberian bantuan hukum (Posbakum) dan penanganan perkara
permohonan (voluntair) identitas hukum. Terhadap seluruh target yang tidak terpenuhi dengan

kendala-kendala (penyebab) yang dihadapi akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2021.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama yang merupakan salah satu lembaga Negara penyelenggara
kekuasaan kehakiman telah jelas dinyatakan dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal
24 ayat (2) Amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Konstitusi tersebut menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan
Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata
Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan konstitusi tersebut lahirlah
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Sebagai salah satu penyelenggaran negara yang melaksanakan seluruh kegiatan baik
yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi Pengadilan Agama Amurang diwajibkan
menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan
laporan tersebut tujuan sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya.

Selain itu, peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi, termasuk
Pengadilan Agama Amurang merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di
area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran terhadap sasaran strategis pada setiap
indikator-indikatornya sehingga bisa diperoleh gambara mencerminkan kinerja lembaga. Pada
tahap akhir dari rangkaian proses kerja adalah pendokumentasian sebagai bentuk laporan
pertanggungjawaban yang kemudian dievaluasi secara komprehensif untuk memberikan
umpan balik pada perencanaan kinerja tahun berikutnya.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) juga bertujuan meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk
mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang diantaranya
adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
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Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Guna mewujudkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Amurang telah
berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas SAKIP dalam rangka mendorong
terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya oleh publik.
Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja tersebut adalah menjadikan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, khususnya Pengadilan Agama Amurang menjadi
akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat
dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang artinya akan meningkatkan tingkat kredibilitas
serta citra penegakan hukum pada khususnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, Pengadilan Agama Amurang berusaha melaukan
penyususan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini. Penyusunan LKjIP
Pengadilan Agama Amurang tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis
berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tetang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah serta berbagai peraturan petunjuk tekhnis lainnya. LkjIP yang disusun ini
merupakan suatu sistem manajemen yang berorientasi pada hasil capaian kinerja dalam satu
tahun anggaran, yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam capaian
kinerja tersebut menjelaskan perbandingan realisasi pelaksanaan program dengan target yang

telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga tingkat kinerja dapat diukur.

B. Permasalahan Utama (Strategic Issueed)

Permasalahan utama Pengadilan Agama Amuirang sebagai lembaga peradilan di
bawah Mahkamah Agung RI yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), menerima,
memeriksa dan memutus perkara tentunya tidak jauh dari masalah pemberian layanan yang
maksimal kepada masyarakat pencari keadilan. Layanan tersebut diantaranya adalah layanan
informasi, penerimaan dan penyelesaian perkara yang diajukan oleh masyarakat.

Pengadilan Agama Amurang selama tahun 2020 ini menghadapi berbagai kendala
dalam menjalankan/melaksanakan tupoksinya tersebut, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia belum memadai
Kuantitas dari aparatur Pegawai merupakan salah satu permasalahan pokok yang
dihadapi oleh Pengadilan Agama Amurang pada tahun 2020. Dimana secara kuantitas pada
tahun 2020 Pengadilan Agama Amurang hanya mempunyai jumlah pegawai keseluruhan 11
orang, termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Hakim. Bahkan karena adanya kekosongan jabatan
struktural dan operator masih banyak pegawai yang rangkap jabatan.

Kekosongan jabatan structural yang ada pada Pengadilan Agama Amurang semasa
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tahun 2020 tersebut adalah jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan,TI dan Pelaporan.

Sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut ditunjuk seorang Jurusita Pengganti (Lukman

Poiyo) sebagai Pelaksana tugasnya. Hal ini menyebabkan menumpuknya beban kerja dan

menghambat pelaksanaan tugas pokok di bidang Perencanaan,TI dan Pelaporan. Sehingga

pada tahun tersebut TI di Pengadilan Agama Amurang tidak dapat berjalan dengan
maksimal. Hal ini menambah kurangnya kuantitas pegawai di Pengadilan Agama Amurang
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.

Permasalahan (problem) sumber daya manusia juga dialami dalam aspek
kuantitasnya. Rata-rata Pegawai Pengadilan Agama Amurang saat ini masih rendah kualitas
Sumber Daya Manusianya dan tidak mempunyai kemampuan (profesionalitas) di
bidangnya, terutama kemampuan dalam penguasaan Informasi dan Tekhnologi (TI).
Kendala ini sangat mempengaruhi ketepatan dan kecepatan penyelesaian tugas pokok dan
fungsinya, bukan hanya dalam tugas administrasik umum (Keuangan, Perencanaan dan
Kepegawaian), namun sangat berpengaruh pada layanan keperkaraan (penyelesaian
perkara).

2. Peralatan Teknologi

Yang sering dikeluhkan oleh hakim dan Pegawai di Pengadilan Agama Amurang
adalah kurang memadainya peralatan pendukung dalam penyelesaian perkara, terutama
printer dan peralatan jaringan internet yang kurang bagus (memadai). Karena kedua alat
tersebut merupakan alat fital dalam pendukung penyelesaianperkara.

Peralatan tekhnologi lain yang belum tersedia di Pengadilan Agama Amurang
adalah jaringan telephon lokal (interkom). Hal ini sangat mempengaruhi dalam optimalisasi
pelayanan publik dan kelancaran penyelesaian tugas pokok setiap bagian di Pengadilan
Agama Amurang.

3. Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai

Sampai saat ini masih terdapat beberapa sarana dan prasarana di Pengadilan
Agama Amurang yang belum memadai sehingga pemberian layanan kepada masyarakat
pencari keadilan belum dapat maksimal. Sarana dan prasarana yang belum memadai
tersebut adalah :

a Belum terpenuhinya ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memadai dan
sesuai dengan standard. Dimana pada ruang PTSP backgroudnya sampai saat masih
belum permanen dan juga masih belum bersedianya PT Pos dan Perbankan untuk
bekerjasama dalam menyediakan conter layanan Leges dan Pembayaran Biaya Perkara
di ruang PTSP Pengadilan Agama Amurang. Keadaan yang semacam ini terntunya
menghambat terhadap pemberian layanan pendaftaran dan penyelesaian perkara bagi
masyarakat pencari keadilan.

b Belum adanya Ruang Musholla di luar gedung Pengadilan yang dapat dimanfaatkan bagi
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Pegawai dan Pencari keadilan untuk melakukan ibadah (shalat).

¢ Belum tersedianya Pos Jaga (Satpam) di depan gedung Pengadilan AgamaAmurang.

d Sarana dan prasarana di ruang arsip perkara yang tidak memadai, sehingga dalam
memberikan pelayanan dalam hal penyimpanan dan dokumen-dokumen keperkaraan
kurang maksimal.

Berbagai bentuk permasalahan di atas sangat berdampak penilaian masyarakat
terhadap optimalisasi pemberian layanan di Pengadilan Agama Amurang. Bahkan berdampak
pada turunnya citra Pengadilan Agama Amurang dalam pandangan masyarakat.

Selain permasalahan-permasalahan tersebut, penting bagi kita Aparatur Peradilan,
khususunya Pengadilan Agama Amurang untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra
diri pribadi aparatur membawa hal (memberikan pengaruh) yang negatif terkait dengan
masalah kedinasan. Artinya Aparat Peradilan, khususnya Pengadilan Agama Amurang dituntut
agar bekerja secara professional dan mentaati segala peraturan yang telah ditentukan.

Melalui pembentukan dan pembangunan karakter diri akan mudah untuk
berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang
positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan
bermasyarakat. Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja
secara professional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus
meningkatkan potensi diri, maka Insya Allah segala pandangan-pandangan serta penilaian-
penilaian yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta
penghargaan bagi kita semua.

Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan
wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan
masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara
profesional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan public yang mampu
merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang
memadai.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan
maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat. Oleh karena itu sudah sewajarnya
jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya
kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara
hukum perluditingkatkan.

Selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih
menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak
Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh
penguasa dan pihak manapun. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan

pemahaman akan sadar hukum disetiap segi kehidupan baik dilingkungan keluarga, pekerjaan,
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maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengadilan Agama Amurang berkewajiban
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam
pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.
Untuk itulah Pengadilan Agama Amurang pada awal tahun 2021 ini berusaha untuk menyusun,
menyampaikan dan mempublikasikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun

2020.

C. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun
1945 hasil Amandemen ke-IV Bab IX Pasal 24 ayat (1), menyebutkan bahwa Kekuasaan
Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kekuasaan
Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya
dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan
Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan
dalam Undang- undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke IV tersebut selanjutnya diikuti
dengan pencabutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan diganti dengan
UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang lebih menegaskan kemerdekaan dan
kemandirian badanperadilan.

Perubahan konstitusional di atas adalah dalam upaya meneguhkan kemandirian
lembaga peradilan (Independence of Judiciary) sebagai pemegang salah satu kekuasaan
negara yaitu kekuasaan kehakiman atau Kekuasaan Yudikatif, yang secara structural
diwujudkan dalam bentuk penerapan sistem satu atap (one roof system), yakni dalam arti
pengelolaan administrasi, organisasi dan financial lembaga peradilan yang sebelumnya
dibidang Administrasi Keuangan dan Kepegawaian dikelola lembaga eksekutif sedangkan
dibidang Yustisial dikelola oleh Mahkamah Agung, dengan adanya penerapan sistem satu
atap maka semua bidang diserahkan pengelolaannya kepada Mahkamah Agung.

Penerapan sistem satu atap (one roof system), dimulai sejak lahirnya Undang-
Undang Nomor 35 Tahun1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya
diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian dirubah dengan
Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 13 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Organisasi, administrasi, dan
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finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah
kekuasaan Mahkamah Agung“. Pasal ini mengakhiri sistem dua atap sebagaimana
ditentukan oleh Pasal 11 Undang- undang Nomor 14 Tahun 1970.

Pengadilan Agama Amurang sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado, merupakan pengadilan
tingkat pertama dengan tugas dan kewenangan pokoknya menerima, memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam. Berbagai jenis perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
Amurang berdasarkan Pasal 49 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah terdiri dari 9 (sembilan)
pokok perkara, yaitu :

a) Perkawinan;

b) Waris;

c) Wasiat;

d) Hibah;

e) Wakaf;

f) Zakat;

g) Infag;

h) Shadaqah;

i) Ekonomi Syariah.

Berbagai bentuk perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
selengkapnya dapat dilihat dalam Penjalasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tersebut. Misalnya bidang perkawinan dalam penjelasan pasal tersebut mamuat 22
jenis perkara dan bidang ekonomi syaridh memuat 11 jenis perkara yang kesemuanya
menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.

2. Fungsi

Guna melaksanakan tugas pokok sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan
Agama Amurang mempunyai berbagai fungsi sebagai berikut :

a) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara
Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;

b) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan
Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;

¢) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan
Agama;

d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi
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Pemerintah di wilayah hukum apabila diminta oleh instansi tersebut;

e) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar
sengketa antar orang-orang yang beragama Islam;

f) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan
deposito/tabungan dan sebagainya;

g) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan
pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap
advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan

h) Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun

hijriyah.

D. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Amurang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan
berwenang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah,
wakaf, zakat, infaq, shadagah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
pada tahun 2019 struktur Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera,
Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 10-nya dijelaskan lagi bahwa Pimpinan
Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, dengan dibantu oleh
Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, Pengadilan Agama Amurang pada tahun 2020 mempunyai susunan organisasi yang
terdiri dari:

Ketua,
Wakil Ketua,
Hakim,
Panitera,

Sekretaris,

S o A

Panitera Muda Gugatan,
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7. Panitera Muda Hukum,

8. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana,

9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan,

10. Pelaksana Tugas (Plt.) Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
11. JurusitaPengganti.

Berikut bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Amurang per Desember 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 2020 _



Pengadilan Agama Amuran
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E.

Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama

Amurang adalah sebagai berikut :

BAB |

BABII

BAB IlI

BAB IV

Lampiran

Pendahuluan memuat sub bagian: Penjelasan umum  organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi, Permasalahan Utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi Pengadilan AgamaAmurang.

Perencanaan Kinerja yang menjabarkan tentang Rencana Strategis yang
menjabarkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Amurang, Tujuan dan Sasaran
Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok, Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2021 dan Rencana Kinerja Pengadilan Agama Amurang Tahun 2021(RKT).
Akuntabilitas Kinerja, menguraikan sub bahasan tentang Capaian Kinerja
Pengadilan Agama Amurang, Analisis Efisiensi Sumber Daya, Analisis
Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran selama
Tahun 2021,

Penutup yang berisi Simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan Agama
Amurang dan Saran berupa langkah-langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkankinerjanya.

Berupa data-data pendukung kelengkapan LKjIP yang berisi SK Tim penyusunan
LKjIP Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Rencana Kinerja Tahun 2021,
Matriks Rencana Strategis 2020-2024, Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dan

Penghargaan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 2020



Pengadilan Agama Amurang

BAB 11

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Amurang Tahun 2020- 2024
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang
terencana dan terprogram secara sistimatis melalui penataan, penertiban, perbaikan
pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perUndang-Undangan untuk
mencapai efektifitas danefisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arahan dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Amurang yang disesuaikan dengan arah kebijakan
dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung Tahun 2010-2035, sebagai pedoman dan
pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai
visi dan misi serta tujuan strategis organisasi pada tahun 2020-2024.

1. Visi
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk
mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Amurang. Visi
Pengadilan Agama Amurang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”.
Berdasarkan Visi Mahkahah Agung RI di atas, maka visi Pengadilan Agama Amurang
adalah: “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA AMURANG YANG AGUNG”.

2. Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan
agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Adapun misi Pengadilan Agama Amurang adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan akselerasi pelayanan hukum bagi masyarakat yang berperkara,
2. Meningkatkan fungsi manajerial dan penguatan pengawasan internal,
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesional aparatur peradilan,

4. Meningkatkan transparansi lembaga peradilan.

(Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Agama Amurang selengkapnya
terlampir dalam LKjIP ini).
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B. Tujuan dan Sasaran Strategis
a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dan juga
merupakan penjabaran terhadap penjabaran sekaligus implementasi dari visi-misi dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Amurang ditetapkan
dan termuat dalam Rencana Strategis 2020-2024. Tujuan strategis yang hendak dicapai
Pengadilan Agama Amurang dalam periode 5 (lima) tahun tersebut adalah :

1. Menegakkan hukum dankeadilan,

2. Mewujudkan tata kelola peradilan yangbaik,

3. Mewujudkan pelayanan cepat sederhana dan biayaringan.
b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020
sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama
Amurang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel,

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,

3. Meningkatnya akses peradilan (acces to justice)] bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan,

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,

5. Meningkatknya kepuasan pencari keadilan terhadap pelayanan di Pengadilan Agama

Amurang,

C. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Sasaran strategis tersebut di atas merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Amurang
untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Guna mewujudkan sasaran di atas,
Pengadilan Agama Amurang membuat rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara
dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam
Program Manajemen Peradilan Agama adalah:

1) Penyelesaian administrasi perkara,
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2) Penanganan perkara prodeo,

3) Penyelesaian putusan,

4) Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan,

5) Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis tepat waktu.

2.  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung pada Pengadilan Agama Amurang, dibuat untuk mencapai sasaran strategis

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan kegiatan pokok yang

dilaksanakan dalam program ini yaitu :

1) Pembayaran gaji dan tunjangan tenaga teknis dan non teknis.

2) Penyelenggaraan operasional perkantoran meliputi keperluan perkantoran,
perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, pemeliharaan gedung bangunan dan
halama kantor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan jaringan, persediaan
barangkonsumsi.

3) Konsultasi dan koordinasi, jamuan tamu, pelantikan danpenyumpahan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Amurang
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Kegiatan pokok program ini adalah mengusulkan/mengajukan anggaran peningkatan

sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Amurang.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1) Pengadaan dan peningkatan jaringaninternet;

2) Pengadaan perangkat pengolah data kepaniteraan berupa Laptop dan sewa mesin foto

kopi;

D. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021
Pengadilan Agama Amurang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam

bentuk table sebagai berikut:

TABEL 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021 PENGADILAN AGAMA AMURANG
NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
1 2 3
1. | Terwujudnya proses a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Peradilan yang pasti

b. Persentase perkara yang diselesaikan
transparan dan akuntabel p yang

tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa perkara
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d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum (Banding,
Kasasi, Peninjauan Kembali)

e. Index responden pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan
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NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
1 2 3
2. | Peningkatan efektifitas . Persentase penyelesaian minutasi
pengelolaan penyelesaian perkara sesuai dengan jangka waktu yang
perkara ditentukan
. Persentase salinan putusan yang diterima
oleh pengadilan pengaju tepat waktu
. Persentase perkara yang diselesaikan
lewat mediasi
3. | Meningkatnya akses . Persentase perkara prodeo yang
peradilan bagi masyarakat diselesaikan
miskin dan terpinggirkan . Persentase perkara yang diselesaikan di
luar gedung pengadilan
. Persentase perkara permohonan
(voluntair) identitas hukum
. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)
4. | Meningkatnya kepatuhan . persentase putusan perkara perdata yang

Terhadap putusan pengadilan

ditindaklajuti (dieksekusi)

E. RencanaKinerja Tahun (RKT) 2021

berkesinambungan tetap mengacu pada Renstra yang dibuat dan ditetapkan dalam periode

2020 sampai dengan 2024. RKT Pengadilan Agama Amurang Tahun 2021 dapat digambarkan

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Amurang Tahun (RKT) 2021

dalam bentuk matrik/tabel di bawah ini:

TABEL 2.2
RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2021 PENGADILAN AGAMA AMURANG

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1. | Terwujudnya Proses Peradilan Persentase sisa Perkara yang 100%
yang Pasti, transparan dan diselesaikan
Akuntabel Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan tepat waktu
Persentase Penurunan Sisa 100%
Perkara
Persentase Perkara yang tidak 100%
Mengajukan Upaya Hukum
(Banding, Kasasi, Peninjauan
Kembali)
Index Responden Pencari 100%
Keadilan yang Puas Terhadap
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NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
2. | Peningkatan Efektifitas a. Persentase Penyelesaian 100%
Pengelolaan Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai
Perkara dengan Jangka Waktu yang
Ditentukan
b. Persentase Salinan Putusan 100%
yang diterima oleh Pengadilan
Pengaju Tepat Waktu
c. Persentase Perkara yang 100%

diselesaikan Melalui Mediasi

3. | Meningkatnya Akses a. Persentase Perkara Prodeo 100%
peradian Bagi Masyarakat yang diselesaikan
Miskin dan Terpinggirkan b. Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan

c. Persentase Perkara -
Permohonan (voluntair)
Identitas Hukum

d. Persentase Pencari Keadilan -
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

4. | Meningkatnya Kepatuhan a. Persentase Putusan Perkara 100%
Terhadap Putusan Pengadilan Perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Secara lengkap Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2021 Pengadilan Agama Amurang dapat
dilihat dalam lampiran LKjIP ini.

F.  Perjanjian Kinerja Tahun (PKT) 2021

Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.
Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Amurang,
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Seluruh unsur Pengadilan Agama Amurang, mulai dari Pimpinan (Ketua dan Wakil

Ketua), Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional (Panitera, Sekretaris, Para Kasubbag/Plt.
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Kasubbag, para Panmud, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti) telah membuat dan
menandanganti Perjanjian Kinerja Tahun (PKT) 2021. Pada pokoknya seluruh Aparatur di
Pengadilan Agama Amurang secara tertulis telah menyatakan berjanji dan bertekad untuk
bertanggung jawab dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan dan
dimuat dalam dokumen perencanaan Pengadilan Agama Amurang Tahun 2021. Perjanjian
Kinerja Tahun 2021 tersebut terlampir dalam laporan ini.

Secara umum, target kinerja instansi/organisasi Pengadilan Agama Amurang yang
tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun (PKT) 2021 dan menjadi tanggung jawab
untuk diwujudkan oleh seluruh Aparatur Pengadilan Agama Amurang, khususnya oleh Ketua
Pengadilan Agama Amurang yang telah menandatangani PKT yang diketahui oleh Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Manado beserta anggaran DIPA yang digunakan untuk mewujudkan
target tersebut adalah sebagai berikut :

TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN (PKT) 2021 PENGADILAN AGAMA AMURANG

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2 3 4
Terwujudnya Proses a. Persentase sisa Perkara yang 100%
Peradilan yang Pasti, Diselesaikan

transparan dan Akuntabel

b. Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan tepat waktu

c. Persentase Penurunan Sisa 100%
Perkara

d. Persentase Perkara yang 100%
tidak Mengajukan Upaya

Hukum (Banding, Kasasi,
Peninjauan Kembali)

e. Index Responden Pencari 100%
Keadilan yang Puas
Terhadap Layanan
Peradilan

2. | Peningkatan Efektifitas a. Persentase Penyelesaian 100%
Pengelolaan Penyelesaian Minutasi Perkara Sesuai
Perkara dengan Jangka Waktu yang
Ditentukan

b. Persentase Salinan Putusan 100%
yang diterima oleh
Pengadilan Pengaju Tepat
Waktu
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c. Persentase Perkara yang
diselesaikan Melalui Mediasi
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NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
3. | Meningkatnya Akses Peradian a.  Persentase Perkara Prodeo 100%
Bagi Masyarakat Miskin dan yang diselesaikan
Terpinggirkan b. Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan

C. Persentase Perkara -
Permohonan (voluntair)
Identitas Hukum

d.  Persentase Pencari Keadilan -
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

4. | Meningkatnya Kepatuhan a.  Persentase Putusan Perkara 100%
Terhadap Putusan Pengadilan Perdata yang ditindak lanjuti
(dieksekusi)

Kegiatan: Anggaran:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 2.423.922.000,-
2. Belanja Barang Rp 804.042.000,-
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 91.680.000,-
4. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp 47.800.000,-
DIPA BUA MA RI, Nomor SP-DIPA-005.01.2.682171/2020 Rp 4.368.464.000,-
DIPA BADILAG MA RI, Nomor SP-DIPA-005.04.2.682172/2020 Rp 47.800.000,-
Jumlah Total Anggaran DIPA PA Amurang Tahun 2021 Rp 4.416.264.000,-

Secara lengkap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun (PKT) 2021 Pengadilan Agama Amurang
terlampir dalam laporan ini.
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah
dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja
tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment melainkan
sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Amurang tahun 2020
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah
ditetapkan dengan realisasinya. Dengan metode tersebut akan dapat terlihat apakah sasaran
yang telah ditetapkan tercapai atau tidak pada tahun 2020 ini.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun
demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian
tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di
bawahini.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020
TABEL 3.1
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA AMURANG

SASARAN INDIKATOR
NO. STRATEGIS KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
1 /4 3 4 5 6
1. | Terwujudnya a. Persentase sisa 100% 100% 100%
proses peradilan perkara yang
yang pasti diselesaikan
transparan dan b. Persentase perkara 100% 100% 100%
akuntabel yang diselesaikan
tepat waktu
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NO.

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2

3

4

5

6

C. persentase
penurunan sisa
perkara

100%

100%

100%

d.Persentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum (Banding,
Kasasi, Peninjauan
Kembali)

100%

100%

100%

e. Index responden
pencari keadilan
yang puas terhadap
layanan peradilan

100%

100%

100%

Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

a. Persentase
penyelesaian
minutasi perkara
sesuai dengan
jangka waktu yang
ditentukan

100%

100%

100%

b. Persentase salinan
putusan yang
diterima oleh
pengadilan pengaju
tepat waktu

100%

100%

100%

c. Persentase perkara
yang diselesaikan
melalui mediasi

100%

25%

25%

Meningkatnya
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

a. Persentase perkara
prodeo yang
diselesaikan

100%

100%

100%

b. Persentase perkara
yang diselesaikan
diluar gedung
pengadilan

100%

85%

85%

c. Persentase perkara
permohonan
(voluntair) identitas
hukum

0%

0%

0%

d. Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang
mendapat layanan

0%

0%

0%
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bantuan hukum
(Posbakum)
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SASARAN INDIKATOR
NO. STRATEGIS KINERJA TARGET | REALISASI | CAPAIAN
1 2 3 4 5 6
4. | Meningkatnya a. persentase 0% 0% 0%

kepatuhan putusan perkara
terhadap perdata yang
putusan ditindaklajuti
pengadilan (dieksekusi)

2. Perbandingan Realisasi atau Capaian Kinerja Pengadilan Agama Amurang antara Tahun
2019 dan 2020
TABEL 3.2
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA AMURANG

Tahun 2018 Tahun 2019
NO. sl L] INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS

Realisasi [Capaian|Realisasi Capaian

2 3 4 5 6 7
100% 100% | 100% | 100%

a. Persentase sisa
proses peradilan perkara yang

yang pasti diselesaikan
transparan dan b. Persentase perkara
akuntabel yang diselesaikan
tepat waktu

Terwujudnya

100% 100% | 100% | 100%

c. Persentase 100% 100% | 100% | 100%
penurunan sisa
perkara

d. Persentase perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum (Banding,
Kasasi, Peninjauan

kembali

100% 100% | 100% | 100%

e. Index responden 100% 100% | 100% | 100%
pencari keadilan
yang puas
terhadap layanan

peradilan

2. | Peningkatan a. Persentase 100% | 100% | 100% | 100%

efektifitas penyelesaian

pengelolaan
penyelesaian
perkara

minutasi perkara
sesuai dengan
jangka waktu yang
ditentukan
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NO.

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Tahun 2018

Tahun 2019

Realisasi

Capaian

Realisasi

Capaian

2

3

4

5

6

7

b. Persentase salinan

putusan yang
diterima oleh
pengadilan
pengaju tepat
waktu

100%

100%

100%

100%

. Persentase perkara

yang diselesaikan
lewat mediasi

0%

0%

25%

25%

Meningkatnya
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

. Persentase

perkara prodeo
yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

. Persentase

perkara yang
diselesaikan diluar
gedung pengadilan

100%

100%

100%

100%

. Persentase perkara

permohonan
(voluntair)
identitas hukum

0%

0%

0%

0%

. Persentase pencari

keadilan golongan
tertentu yang
mendapat layanan
bantuan hukum
(Posbakum)

0%

0%

0%

0%

Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan

. persentase putusan

perkara perdata
yang ditindaklajuti
(dieksekusi)

0%

0%

0%

0%
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3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan Target Jangka
menengah
TABEL 3.3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020
DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH
PENGADILAN AGAMA AMURANG

SASARAN INDIKATOR
NO. STRATEGIS KINERJA TARGET | REALISASI
1 2 3 4 5
1. | Terwujudnya proses a. Persentase sisa perkara 100% 100%
peradilan yang pasti yang diselesaikan
transparan dan
akuntabel b. Persentase perkara yang 100% 100%
diselesaikan tepat waktu
C. persentase penurunan sisa 100% 100%
perkara
d. Persentase perkara yang 100% 100%

tidak mengajukan upaya
hukum (Banding, Kasasi,
Peninjauan Kembali)

e. Index responden pencari 100% 100%
keadilan yang puas
terhadap layanan

peradilan
2. | Peningkatan efektifitas | a. Persentase penyelesaian 100% 100%
pengelolaan minutasi perkara sesuai
penyelesaian perkara dengan jangka waktu yang
ditentukan
b. Persentase salinan 100% 100%

putusan yang diterima
oleh pengadilan pengaju
tepat waktu

c. Persentase perkara yang 100% 25%
diselesaikan melalui
mediasi

3. | Meningkatnya akses a. Persentase perkara 100% 100%
peradilan bagi prodeo yang diselesaikan

masyarakat miskin
dan terpinggirkan b. Persentase perkara yang 100% 100%

diselesaikan diluar
gedung pengadilan
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NO SASARAN INDIKATOR
: STRATEGIS KINERJA
1 2 3 4 5
c. Persentase perkara 0% 0%
permohonan (voluntair)
identitas hukum

TARGET | REALISASI

d. Persentase pencari 0% 0%
keadilan golongan
tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum
(Posbakum)

4. | Meningkatnya a. persentase putusan 0% 0%
kepatuhan terhadap perkara perdata
putusan pengadilan yang ditindaklajuti
(dieksekusi)

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
altenative solusi yang telah dilakukan

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Amurang tahun 2020mengacu pada
Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020 Pengadilan Agama Amurang telah
melaksanakanseluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Adapun rincian penjelasan terhadap hasil capaian kinerja Pengadilan Agama
Amurang pada tahun 2020 berdasarkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dapat
diuraikan sebagai berikut :

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2020
adalah sebagai berikut :
TABEL 3.4
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA AMURANG

NO. INDIKATOR KINERJA TAl}GET REALISASI | CAPAIAN
Yo % %

1 2 3 4 5

1. | Persentase sisa perkara yang 100% 100% 100%
Diselesaikan

2. | Persentase perkara yang 100% 100% 100%
diselesaikan tepat waktu

3. | persentase penurunan sisa 100% 100% 100%
perkara

4. | Persentase perkara yang tidak 100% 100% 100%
mengajukan upaya hukum (Banding,
Kasasi, Peninjauan
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NO. INDIKATOR KINERJA TAl:/GET REA}).ISASI CAPOAIAN
(] Yo Yo
1 2 3 4 5
5. | Index responden pencari keadilan 100% 100% 100%
yang puas terhadap layanan
peradilan

Untuk mencapai sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan

dan akuntabel digunakan 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

iy
2)
3)
4)

5)

Persentase sisa perkara yangdiselesaikan,

Persentase perkara yang diselesaikan tepatwaktu,

Persentase penurunan sisaperkara,

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi,
Peninjauan Kembali),

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Penjabaran pengukuran terhadap kelima indikator di atas adalah sebagai berikut:
1) Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan
Ukuran capaian indikator Kkinerja persentase sisa perkara yang
diselesaikan adalah sisa perkara tahun 2019 berjumlah 0 perkara dan dapat
diselesaikan pada tahun 2020 atau sebesar 100 %.
Tingkat capaiannya: x 100 =100 %
2) Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu yakni perbandingan perkara yang selesai tahun 2020 sebanyak 0
perkara yang terdiri dari perkara gugatan sebanyak 33 perkara dan perkara
permohonan sebanyak 28 perkara. Sedangkan pada tahun 2019 adalah
sebanyak 43 perkara yang terdiri dari 22 perkara gugatan dan 21 perkara
permohonan. Keseluruhan perkara pada tahun 2020 pada Pengadilan Agama
Amurang dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Tingkat capaiannya: x 100 = 100 %
3) Indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara
Ukuran capaian indikator kinerja persentase penurunan perkara adalah
perbandingan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 43 perkara dan diselesaikan di
tahun 2020 atau sebesar 100% dan ditahun 2020 terdapat sisa 0 perkara.
Tingkat capaiannya : x 100 = 100 %
4) Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

banding, kasasi dan peninjauan kembali.
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Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi
dan peninjauan kembali, pada tahun 2020 ditargetkan 100%. Dilihat dari
jumlah perkara yang selesai pada tahun 2020 sebanyak 61 perkara seluruhnya
tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Tingkat capaiannya :x 100 = 100 %

5) Indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan.

Ukuran capaian indikator kinerja index responden pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2020 ditargetkan 100%, tercapai
100%.

Tingkat capaiannya : X 100 = 100%

Berdasarkan capaian atas kelima indikator di atas dapat disimpulkan

bahwa realisasi kinerja dalam hal penyelesaian sisa perkara telah
direalisasikan/dilaksanakan dengan baik dan berhasil dicapai dengan capaian
indikator kinerja seluruhnya 100 %. Untuk mempertahankan pelayanan
penyelesaian sisa perkara diambil langkah-langkah sebagai berikut :
a) Meningkatkan kemampuan SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan
Aplikasi SIPP melalui DDTK
b) Melakukan monitoring validasi data perkara melalui aplikasi validasi data
perkara berbasis SIPP
C) Meningkatkan pembinaan kepada Hakim dan Panitera Pengganti dalam
peningkatan tertib administrasi perkara dan Hukum Acara.
b. Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun
2020 adalah sebagai berikut :
TABEL 3.5
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN

PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2020 PENGADILAN AGAMA AMURANG

NO. INDIKATOR TARGET | REALISASI | CAPAIAN
KINERJA % % %

1 2 3 4 5

1. | Persentanse penyelesaian minutasi 100% 100% 100%
perkara sesuai dengan jangka waktu
yang ditentukan

2. | Persentase salinan putusan yang 100% 100% 100%
diterima oleh pengadilan pengaju
tepat waktu

3. | Persentase perkara yang 30% 25% 25%
diselesaikan melalui mediasi
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Untuk mencapai sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

perkara digunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

1

2)
3)

Persentanse penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang
ditentukan;
Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu;

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;

Penjabaran pengukuran terhadap ketiga indikator diatas adalah sebagai berikut :

iy

2)

3)

Indikator Persentanse penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu
yang ditentukan;

Ukuran capaian indikator Kkinerja persentase penyelesaian minutasi
perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sebesar 100% adalah
perbandingan jumlah berkas yang telah diminutasi sebanyak berkas perkara
dengan jumlah berkas yang telah putus sebanyak perkara. Sehingga yang
ditargetkan 100% tercapai 100%.

Tingkat capaiannya : x 100 = 100%

Indikator persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat
waktu;

Ukuran capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang
diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu adalah sebesar 100% dimana
minutasi perkara yang disampaikan sebanyak perkara sesuai dengan berkas
putusan sebanyak perkara sehingga yang ditargetkan 100% tercapai 100%.

Tingkat capaiannya: x 100 = 100%

Indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ditargetkan 0%.
Perkara gugatan yang masuk Tahun 2020 sebanyak 33 perkara, dan perkara yang
dimediasi sebanyak 5 perkara dan perkara 0 yang berhasil dalam pelaksanaan
mediasi adalah perkara, sehingga realisasinya x 100 = 0%.

Tingkat capaiannya: x 100 = 0%

Berdasarkan capaian atas ketiga indikator di atas dapat disimpulkan bahwa dari

3 indikator tersebut, hanya terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak sesuai target

yang ditetapkan, yaitu indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Hal ini disebabkan karena faktor di Pengadilan Agama Amurang hanya ada 1 susunan

majelis dan tidak terdapat hakim yang khusus melaksanakan mediasi ketika perkara

disidangkan. Sehingga pada tahun 2020 tersebut hakim yang menyidangkan perkara

juga berposisi sebagai mediator dalam perkara yang ditanganinya. Selain itu dari 3

(tiga) hakim yang ada (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) hanya terdapat 1 (satu) orang
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hakim saja yang sudah mengikuti diklat mediasi dan mempunyai sertifkasi mediator.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kedala pencapaian itarget pada indicator ini

harus diambil langkah-langkah sebagai berikut :

a)
b)

Mengajukan usulan penambahan jumlah hakim pada tahun2021,
Mengusulkan untuk diikut sertakannya hakim di Pengadilan Agama Amurang
dalam kegiatan diklat sertifikasi Mediasi yang diselenggarakan oleh Balai Diklat
MARI.
Indikator meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
tahun 2020 adalah :
TABEL 3.6
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PENINGKATAN AKSES PERADILAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA AMURANG

NO. INDIKATOR KINERJA TAI:GET REALISASI | CAPAIAN
Yo % %

1 2 3 4 5

1. | Persentanse perkara prodeo yang 100% 100% 100%
diselesaikan

2. | Persentase perkara yang 100% 100% 100%
diselesaikan diluar gedung
pengadilan

3. | Persentase perkara permohonan 0% 0% 0%
(voluntair) identitas hukum

4. | Persentase pencari keadilan 0% 0% 0%
golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum
(Posbakum)

Untuk mencapai sasaran peningkatan akses peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan digunakan 4 (empat) indikator kinerja yaitu :
1) Persentanse perkara prodeo yangdiselesaikan.
2) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedungpengadilan.
3) Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum.
4) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum(Posbakum).
Penjabaran pengukuran terhadap keempat indikator di atas adalah sebagai
berikut:
1) Indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara prodeo yang
diselesaikan sebesar 180% adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo

yang dapat diselesaikan sejumlah 10 perkara dengan jumlah perkara prodeo
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yang diterima sejumlah 10 perkara, sehingga perkara prodeo yang diselesaikan
pada tahun 2020 ditargetkan 100% tercapai 100%.

Tingkat capaiannya: x 100 = 100%

2) Indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan
di luar gedung pengadilan ditargetkan sebesar 100%. untuk tahun 2020,
tercatat sebanyak 13 perkara yang pelaksanaan sidangnya harusnya di luar
gedung. Dan seluruh perkara tersebut sidangnya dapat dilaksanakan di luar
gedung.

Tingkat capaiannya: x 100 =100 %

3) Indikator persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum;

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara permohonan
(voluntair) identitas hukum adalah sebesar 0 % disebabkan belum adanya
anggaran untuk penyelenggaraan sidang terpadu di tahun anggaran 2020.

Tingkat capaiannya: x 100 =0 %

4) Indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum(posbakum)

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah sebesar
0% hal ini dikarenakan belum tersedianya anggaran untuk bantuan hukum
(posbakum) di tahun anggaran 2020.

Tingkat capaiannya: x 100 =0 %

Berdasarkan capaian atas keempat indikator di atas dapat disimpulkan
bahwa dari 4 indikator tersebut, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang antara
target dan capainnya 0%, yaitu persentase perkara permohonan (voluntair)
identitas hukum dan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan hukum (posbakum). Hal ini disebabkan karena dari
kedua indikator tersebut selama dan/atau pada tahun 2020 Pengadilan Agama
Amurang tidak pernah menerima jenis perkara voluntair tersebut dan Pengadilan
Agama Amurang juga tidak mendapatkan anggaran layanan Pos Bantuan Hukum

(Posbakum).

Perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk mengatasi capaian kedua
indikator tersebut, yaitu :
a) Mengusulkan anggaran Pos Bantuan Hukum pada tahun 2020 ke MA R],

b) Melakukan revisi/perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja utama terkait
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persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum pada IKU tahun 2021.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Capaian indikator ini dapat

dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 3.7
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
TAHUN 2019
PENGADILAN AGAMA AMURANG
NO INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
) KINERJA % % %
1 2 3 4 5
1. Persentase putusan perkara 100% 0% 0%
perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Untuk mencapai sasaran peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu indikator persentase putusan perkara perdata
yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Ukuran capaian indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebesar 0 % hal tersebut dikarenakan tidak ada
perkara permohonan eksekusi ditahun 2020.

Tingkat capaiannya :0 x 100 =0 %

Berdasarkan capaian indikator di atas dapat disimpulkan bahwa indikator
persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) target dan
capainnya adalah sama-sama 0 %. Hal ini disebabkan karena dari indikator tersebut
selama tahun 2020 Pengadilan Agama Amurang tidak pernah menerima jenis perkara
gugatan kebendaan (harta bersama, nafkah, waris, dll.).

Kedepan perlu dilakukan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan terhadap
indikator tersebut, yaitu dengan melakukan revisi/perbaikan terhadap penetapan
indikator kinerja utama terkait persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi) pada IKU tahun 2021. Perbaikan yang perlu dilakukan adalah dengan
merubah struktur kalimat pada indikator tersebut dan juga merumuskan penghitungan

capaian terhadap indikator tersebut.

B.  Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Akhir tahun 2020 jumlah keseluruhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan
Agama Amurang yang terdiri dari Hakim dan Pegawai berjumlah 11 (Sebelas) orang. Rincian

SDM Pengadilan Agama Amurang pada akhir tahun 2020 tersebut meliputi 3 (tiga) orang
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Hakim (Ketua, Wakil Ketua dan Hakim), Panitera, Sekretaris, 2 (2) Panitera muda, 2 (dua)

Kepala Sub Bagian, , 1 orang Jurusita pengganti yang merangkap sebabagi Pelaksana Tugas

(P1t.) Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Pengadilan Agama Amurang mempunyai 1 (satu) ruang sidang yang berfungsi
melayani pemeriksaan perkara dan 1 (satu) ruang mediasi untuk pelaksanaan mediasi di
Pengadilan. Selama tahun 2020 dengan 1 (satu) Majelis Hakim dibantu oleh 1 (satu) Panitera, 2
(dua) Panitera muda, dan 1 (satu) Jurusita Pengganti, Pengadilan Agama Amurang telah
menerima, memutus dan menyelesaikan (61) perkara. Dari laporan bulanan perkara dapat
diketahui bahwa Majelis Hakim setiap bulannya menyidangkan rata-rata sejumlah (5) perkara.

Selama tahun 2020 dengan berbagai kendala di atas, Pengadilan Agama Amurang
telah menerima beberapa jenis penghargaan, baik di tingkat Nasional maupun di tingkat
wilayah Pengadilan Tinggi Agama Manado. Berbagai penghargaan tersebut adalah :

1) Rangking 10 Besar Kategori V Tingkat Nasional dalam Laporan Penilaian Kinerja SIPP
Periode 31 Mei s/d 28 Juni 2019 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI
tertanggal 1 Juli 2019,

2) Rangking 10 Besar Nasional Kategori V Laporan Penilaian Kinerja SIPP Periode Agustus
2019 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI tertanggal 4 September2019,

3) Rangkin I Kategori V se-Wilayah PTA Manado dalam Laporan Penilaian Kinerja SIPP dari
Pengadilan Tinggi Agama Manado, tertanggal 18 Oktober 2019.

4) Pengadilan Agama Amurang mendapatkan nilai Akreditas “A” (Excellent) berdasarkan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 3951/DjA/HM-00/11/2020 tanggal 27 November 2020.

C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

a Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Pengadilan Agama
Amurang, adalah merupakan kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
badan urusan administrasi yang mencakup pembayaran gaji dan tunjangan, belanja
operasional dan non operasional perkantoran. Dimana pada tahun 2020 ini untuk belanja
pegawai persentase realisasi sebesar 74,63%, belanja Barang persentasenya sebesar
96,92%.

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Amurang, adalah
merupakan kegiatan yang mencakup belanja modal yang meliputi belanja modal peralatan
dan mesin dengan persentase sebesar 100%.

C Program peningkatan manajemen peradilan agama yaitu kegiatan bantuan pembebasan
biaya perkara dengan realisasi sebesar 100% dan biaya penyelesaian perkara diluar gedung

pengadilan dengan realisasi sebesar 100% dari keseluruhan kegiatan program ini dapat
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diketahui prosentasenya realisasi sebesar 100%.

D. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Amurang memiliki 2 (dua) DIPA yaitu DIPA

Nomor : DIPA-005.01.2.682171/2020 dan DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.682172/2020, yang

meliputi beberapa program yakni :

a

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung, yang merupakan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi (1066) yang terdiri dari:

51 Belanja Pegawai

52  Belanja Barang
005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, yang
merupakan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) yang
terdiri dari :

53  Belanja Modal
005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama berupa peningkatan
Manajemen Peradilan Agama (1053) yang terdiri dari :

52 Belanja Barang

Adapun penjabaran dari masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut :

1.

Belanja Pegawai (51)
Anggaran Belanja Pegawai (51) Pengadilan Agama Amurang pada awal tahun 2020 adalah
sebesar Rp 2.423.922.000,00. Namun selama tahun 2020 tersebut telah dilakukan revisi,
sehingga pagu Belanja Pegawai pada akhir tahun 2020 menjadi Rp 2.080.422.000,00.
Jumlah dan prosentase realisasi Belanja Pegawai tersebut adalah sebagai berikut:
- Pagu akhir sebesar Rp 2.080.422.000,00
- Realisasi Rp 1.552.599.704,00
- Sisa Pagu Rp 527.822.296,00
- Prosentase Realisasi 74,63%
Berikut tabel realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2020:
TABEL 3.8
REALISASI BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2020

No. Satker Pagu Awal Pagu Se.tt_alah Realisasi Sisa Ket
Revisi
2 3 4 5 6 7
1 | Pengadilan | 2.423.922.000, 1.012.136.000,] 1.552.599.704, 527.822,296,
Agama
Amurang
Jumlah 2.423.922.000,- 1.012.136.000,- 1.552.599.704,-| 527.822,296,-
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2. Belanja Barang (52)

Belanja Barang (52) yang dimiliki Pengadilan Agama Amurang pada pagu awal tahun 2020

adalah sebesar Rp 872.964.000,00. Namun selama periode tahun 2020 pagu tersebut telah

diadakan revisi sehingga pagu Belanja Barang selama tahun 2020 menjadi Rp
1.012.136.000,00. Jumlah dan prosentase realisasinya adalah sebagai berikut:

- Pagu akhir sebesar Rp1.012.136.000,00

- Realisasi sebesar Rp 980.914.758,00

- Sisa Pagu sebesar Rp 31.221.242,00

- Persentase Realisasi 96.92%.

Rincian dari realisasi pagu anggaran belanja barang adalah sebagai berikut :

521111 Belanja keperluan perkantoran dengan pagu sebesar Rp 358.410.000,00 realisasi
sebesar Rp 358.247.496,00 atau 99,95%. Dengan sisa anggaran sebesar Rp
162.504,00.

521119 Belanja Barang Operasional lainnya dengan pagu sebesar Rp 55.056.000,00
realisasi sebesar Rp54.786.900,00 atau 99,51% sisa anggaran Rp 269.100,00.

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dengan pagu sebesar Rp
45.716.000,00 realisasi sebesar Rp 45.695.257,00 atau 99,95%. Sisa anggaran Rp
20.743,00.

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat degan pagu sebesar Rp 3.600.000,00
realisasi sebesar Rp 1.158.500,00 atau 32,18% sisa anggaran sebesar Rp
2.441.500,00.

522111 Belanja langganan listrik dengan pagu sebesar Rp 64.200.000,00 realisasi sebesar
Rp 64.153.500,00 atau 99,93% sisa anggaran sebesar Rp 46.500,00.

522112 Belanja langganan telepon dengan pagu sebesar Rp 24.000.000,00 realisasi sebesar
Rp 15.106.065,00 atau 62,94% sisa anggaran sebesar Rp 8.893.935,00.

523111 Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan dengan pagu sebesar Rp
252.334.000,00 realisasi sebesar Rp 252.252.207,00 atau 99,97% sisa anggaran
sebesar Rp 81.793,00.

523121 Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin dengan pagu sebesar Rp 91.680.000,00
realisasi sebesar Rp 90.474.833,00 atau 98,68% sisa anggaran sebesar Rp.
1.205.000,00.

521115 Belanja Honor Opeasional Satuan Kerja dengan Pagu sebesar Rp 43.200.000,00
realisasi Rp 40.400.000,00 atau 93,52%. Sisa Anggaran Rp 2.800.000,00.

524111 Belanja Perjalanan Dinas, Konsultasi/koordinasi dengan pagu sebesar Rp
34.160.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 34.160.000,00 atau 100 %, sisa

anggaran sebesar Rp 0.
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522141 Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim dengan pagu Rp 39.780.000,00 realisasi Rp

24.480.000,00 atau 61,53%

Berikut disajukan tabel rekapitulasi Belanja Barang Pengadilan Agama Amurang Tahun

2020:
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TABEL 3.9
REALISASI PAGU BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN 2020

PAGU SETELAH REALISASI
NO MAK REVISI (Rp) (Rp)
1 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 358.410.000,- 358.247.496,-
2 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas 3.600.000,- 1.158.500,-
Pos Pusat
3 521115 Belanja Honor Operasional 43.200.000,- 40.400.000,-
Satuan Kerja
4 521119 Belanja Barang Operasional 55.056.000,- 54.786.900,-
Lainnya
5 521811 Belanja Barang Persedian 45.716.000,- 45.695.257,-
Barang Konsumsi
6 522111 Belanja Langganan Listrik 64.200.000,- 64.153.500,-
7 522112 Belanja Langganan Telepon 24.000.000,- 15.106.065,-
8 522141 Belanja Sewa Rumah Dinas 39.780.000,- 24.480.000,-
9 Hakim
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung & 252.334.000,- 252.252.207,-
10 Bangunan
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan 91.680.000,- 90.474.833,-
11 & Mesin
524111 Belanja Perjalanan Biasa 34.160.000,- 34.160.000,-
Jumlah 1.012.136.000,- 980.914.758,-

3. Belanja Modal (53)
Belanja Modal (53) yang dimiliki Pengadilan Agama Amurang tahun 2020 adalah sebesar Rp
25.000.000,00. Rincian realisasi dan prosentase Belanja Modal pada tahun 2020 adalah
sebagai berikut :
- Pagu sebesar Rp 25.000.000,00
- Realisasi sebesar Rp 25.000.000,00
- Sisa Pagu sebesar Rp 0,00
- Persentase Realisasi 100%.
Rincian dari realisasi pagu anggaran Belanja Modal adalah sebagai berikut :
532111 Belanja modal peralatan dan mesin dengan pagu sebesar Rp 25.000.000,00
realisasi sebesar Rp 25.000.000,00 atau 100 %.

Berikut tabel Belanja Modal Pengadilan Agama Amurang tahun 2020 :
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TABEL 3.10
REALISASI PAGU BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2020
PAGU SETELAH REVISI| REALISASI
NO MAK
(Rp) (Rp)

1 2 3 4
1 [532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,- 25.000.000,-

Jumlah 25.000.000,- | 25.000.000,-

Selain belanja barang DIPA Badan Urusan Administrasi MA RI (DIPA Nomor : DIPA-
005.01.2.682171/2020) Pengadilan Agama Amurang juga memiliki belanja barang dari DIPA
Badan Peradilan Agama MA RI (DIPA Nomor : DIPA- 005.04.2.682172/2020) dengan anggaran
sebesar Rp 16.000.000,00 realisasi sebesar Rp 16.000.000,00 atau 100 % dengan rincian
sebagai berikut :
1053.004.521219 : Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui
pembebasan biaya perkara dengan pagu sebesar Rp 4.000.000,00 atau
100 %.

1053.004.524113 : Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang
diluar gedung dengan pagu sebesar Rp 12.000.000,00 realisasi sebesar
Rp 12.000.000,00 atau 100 %.

Berikut disajikan tabel realisasi belanja barang DIPA BA.04 Pengadilan Agama Amurang Tahun

2020:
TABEL 3.11
REALISASI PAGU BELANJA BARANG DIPA BA.04 TAHUN ANGGARAN 2020
NO MAK PAGU SETELAH REVISI} REALISASI
(Rp) (Rp)
1 2 3 4
1 | 524111 Belanja Perjalanan Biasa (sidkel) 12.000.000,-| 12.000,000,-
2 | 521219 Belanja Barang Non Operasional 4.000.000,- 4.000.000,-
Lainnya Pembebasan Biaya
Perkara
Jumlah 16.000.000,- | 16.000.000,-

Secara keseluruhan kegiatan DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2020

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.682171/2020

1) Belanja Pegawai (51) meliputi pembayaran gaji dan tunjangan :
- Pagu DIPA sebesar Rp2.080.422.000,00
- Realisasi sebesar Rp1.552.599.704,00
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- Sisa sebesar Rp 527.822.296,00

- Prosentase 74.63 %.

2) Belanja Barang (52):
- Pagu Dipa sebesar Rp.1.012.136.000,-
- Realisasi sebesar Rp. 980.914.758,00,-
- Sisa sebesar Rp. 31.221.242,00,-

- Prosentase 96.92%.
3) Belanja Modal(53):
- Pagu DIPA sebesar Rp 25.000.000,00
- Realisasi sebesar Rp25.000.000,00
- Sisa sebesar Rp 0,00
- Prosentase 100%.
2. DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.682172 /2020
- Pagu DIPA sebesar Rp16.000.000,00
- Realisasi sebesar Rp16.000.000,00
- Sisa sebesar Rp 0,00

- Prosentase 100%.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Amurang Tahun 2020
ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum
mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Secara umum
hasil capain kinerja Pengadilan Agama Amurang tahun 2020 telah dapat memenuhi target
rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target.

Indikator yang capaiannya tidak memenuhi target tersebut adalah penyelesaian
perkara melalui mediasi. Selain itu, terdapat indikator yang tidak tepat penetapannya sehingga
diperlukan perbaikan pada tahun 2021. Diantaraya adalah indokator prosentase perkara
permohonan (voluntair) Identitas Hukum dan prosentase pencari keadilan golongan tertentu
yang mendapat layanan hukum(Posbakum).

Namun demikian, secara umum penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Agama Amurang, baik teknis maupun administrasi telah dilaksanakan dengan baik. Walaupun
masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja
telah terealisasi. Penyelesaian perkara pada tahun 2020 telah berjalan dengan baik dapat
dilihat dari persentase jumlah perkara yang diselesaikan tepat pada waktunya. Untuk
peningkatan asepbilitas putusan hakim sesuai dengan yang diharapkan yaitu jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2020 memenuhi target yangditetapkan.

Faktor utama penyebab ketidaktercapaian dan kekurangtepatannya target dari
indikator-indikator yang disebutkan di atas disebabkan karena adanya hambatan dan
keterbatasan Pengadilan Agama Amurang dari aspek kuantitas (jumlah) dan kualitas
(kemampuan/profesionalitas) sumber daya manusia. Penyebab lainnya juga karena
ketidaktersediaan dan kurang memadahinya anggaran DIPA Pengadilan Agama Amurang
tahun 2020. Berbagai bentuk hambatan dan kekurangan yang dialami pada tahun 2020
tersebut menjadi pembelajaran guna penetapan program kerja dan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Pengadilan Agama Amurang pada tahun 2021.

B. Saran

Berdasarkan seluruh uraian laporan capaian kinerja tahun 2020 di atas, melalui

laporan ini disampaikan saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar pada tahun 2021 dimohonkan adanya penempatan dan penambahan hakim, terutama
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yang mempunyai sertifikat mediator guna meningkatkan capaian kinerja pelayanan mediasi
di Pengadilan Agama Amurang,

2. Agar pada tahun 2021 mohon diupayakan adanya penambahan pegawai pada Pengadilan
Agama Amurang terutama yang menduduki jabatan Kepala Sub. Bagian Keuangan dan
Umum, ASN yang mempunyai profesionalitas dalam bidang IT yang ditempatkan sebagai
Staf IT dan juga Tenaga ASN yang ditempatkan pada StafKeuangan;

3. Agar mendapat perhatian untuk pengadaan sarana dan prasana pada Pengadilan Agama
Amurang, diantaranya adalah penambahan mebelair untuk peningkatan kualitas Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP), pembangunan Pos Satpam di depan gedung Pengadilan Agama
Amurang dan juga pembangunan area parkir pengunjung/pihak berperpakara pada
Pengadilan Agama Amurang;

4. Agar dilakukan koordinasi dan pembinaan secara intensif kepada seluruh Aparatur
Pengadilan Agama Amurang, baik Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan semua
Pegawai Honorer Pengadilan Agama Amurang agar dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mempertahankan penyelesaian perkara sampai

100% perkara yang diterima pada tahun berjalan.
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s [AMPIRAN-LAMPIRAN _‘

1. SK Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020, LKjIP 2020 dan Dokumen SAKIP
Tahun 2021

Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) Reviu Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2020

Perjanjian Kinerja Tahun (PKT)2020

v N
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o 18

SK TIM Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2020, LKjIP Tahun 2020 dan Dokumen SAKIP
2021
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Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama

Kedua

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA AMURANG
Nomor : W18-A6/181/0T.01.2/12/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN AGAMA AMURANG TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA AMURANG

. bahwa sehubungan akan berakhirnya Tahun 2020, maka perlu mengevaluasi

pencapaian kinerja satuan kerja Pengadilan Agama Amurang;

. bahwa mengetahui pencapaian target kinerja tersebut, perlu dibuat Laporan

Pelaksanaan Kegiatan sebagai bahan penilaian Pejabat Fungsional dan
Pejabat Struktural;

. bahwa pegawai yang namanya yang tercantum dalam lampiran Surat

Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas
sebagai Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama
Amurang Tahun 2020.

. Surat  Keputusan  Ketua ~ Mahkamah  Agung RI  Nomor

143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga
(Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);

. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1930A/SEK/O0T.01.2/11/2020

tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
sebagai Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama
Amurang Tahun 2020;

Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Amurang
Tahun 2020 bertugas untuk mengumpulkan dan sekaligus menyusun Laporan
Pelaksanaan Kegiatan yang mencakup data bidang :

Kepaniteraan;

b. Kesekretariatan:

1) Bagian Umum dan Keuangan;
2) Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan;
3) Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
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Ketiga : Laporan Pelaksanaan Kegiatan dimaksud telah diserahkan pada Plt. Kasubbag
Perencanaan, TI, dan Pelaporan paling lambat tanggal 07 Desember 2020 dalam
bentuk hardcopy dan softcopy dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Manado
paling lambat minggu pertama bulan Januari 2021;

Keempat :  Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Amurang
V-~ “Padatanggal : 07 Desember 2020

/ 9
NER AFNI SAIMIMA, S.H.

,0RIP. 19790529 200502 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado;

3. Ketua Pengadilan Agama Amurang (sebagai laporan);

4. Arsip.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMURANG

Nomor : W18-A6/181/0T.01.2/12/2020

Tanggal : 07 Desember 2020

TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA AMURANG TAHUN 2020

PENANGGUNGJAWAB

KOORDINATOR/PENGARAH

PENGUMPUL DATA KESEKRETARIATAN

» ANGGOTA

PENGUMPUL DATA KEPANITERAAN

» ANGGOTA

KONSEPTOR, PENGUMPUL, DAN PENGOLAH DATA

» ANGGOTA

: NUR AFNI SAIMIMA, S.H.

(Ketua Pengadilan Agama Amurang)

: MASYRIFAH ABASI, S.Ag.

(Wakil Ketua Pengadilan Agama Amurang)

: RAMLIA HAMZAH, S.Ag.

(Sekretaris Pengadilan Agama Amurang)

: 1. KASMAT MOKODOMPIT, S.Ag.

(Kasubbag Umum dan Keuangan
Pengadilan Agama Amurang)

2. RAMLA ABAS
(Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
Pengadilan Agama Amurang)

3. LUKMAN POIYO
(PIt. Kasubbag Perencanaan, T1, dan

Pelaporan Pengadilan Agama Amurang)

: Drs. SUBARDI MOODUTO, M.H.

(Panitera Pengadilan Agama Amurang)

: 1. MUHAMMAD ADIL, S.Ag., M.H.I.

(Panmud Hukum Pengadilan Agama
Amurang)

2. NOVIARDIANY TAHIR, S.H.L.
(Panmud Gugatan Pengadilan Agama

Amurang)

: LUKMAN POIYO

(PIt. Kasubbag Perencanaan, TI, dan
Pelaporan)

: 1. ANDI HARIANTY, S.E.

(PPNPN Pengadilan Agama Amurang)
2. RIZKI AMELIA, S.E.
(PPNPN Pengadilan Agama Amurang)
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3. IDRUS TOMBINAWA
(PPNPN Pengadilan Agama Amurang)
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Menimbang

Mengingat

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS I
Nomor : W18-A6/32/SK/0T.00.8/1/2021

TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP

(SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS 11
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS 11

. bahwa untuk memberikan laporan kinerja Pengadilan Agama Amurang Kelas II

yang akurat, lengkap mudah dicerna, dan tepat sasaran yang penyampaiaanya
tersusun Dokumen (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SAKIP
Pengadilan Agama Amurang Kelas II Tahun 2021 maka dipandang perlu untuk
membentuk Tim Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Amurang Kelas Il Tahun 2021;

. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat

Keputusan ini, dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai
Tim Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Pengadilan Agama Amurang Kelas Il Tahun 2021;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomro 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang

Sekretariat Mahkamah Agung;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung;

. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomro 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan

Pemberantasan Korupsi;

10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan
Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
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Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS II TENTANG TIM

PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP (SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH) PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS I TAHUN 2021.

: Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini

sebagai Tim Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Amurang Kelas Il Tahun 2021;

: Tim bertugas mengumpulkan, meneliti dan mengolah data laporan yang

diperlukan sehingga dapat dibuat Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Amurang Kelas II Tahun
2021 yang akurat dan akuntabel;

: Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun

Anggaran 2021;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di
kemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan.

‘ i Ditétapkan di : Amurang
{dnggal : 04 Januari 2021

.. 4NUR AFNI SAIMIMA, S.H.
b, NEP,19790529 200502 2 001

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. di Jakarta
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado di Manado;

1.
2.
3.

Arsip.
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Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amurang Kelas II

Nomor : W18-A6/32/SK/0T.00.8/1/2021
Tanggal : 04 Januari 2021
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP
(SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS 11
TAHUN 2021
NO NAMA JABATAN JABATAN DALAM TIM
1 2 3 4
1. | Nur Afni Saimima, S.H. Ketua Pembina
2. | Masyrifah Abasi, S.Ag. Wakil Ketua Koordinator
3. | Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc. Hakim Ketua
4. | Ramlia Hamzah, S.Ag. Sekretaris Sekretaris
5. | Drs. Subardi Mooduto, M.H. Panitera Wakil Sekretaris
6. | Muhammad Adil, S.Ag., M.H.I. Panitera Muda Hukum Pengolah Data
7. | Noviardiany Tahir, S.H.L Panitera Muda Gugatan Pengolah Data
8. | Kasmat Mokodompit, S.Ag Kasubbag Umum dan Keuangan Pengolah Data
Kasubbag K ian d
9. | Ramla Abas astibbag hepegawalan can Pengolah Data
Ortala
Plt. Kasubbag P , TL,
10. | Lukman Poiyo asubbag rerencanaan Pengolah Data
dan Pelaporan
11. | Dewi Arimbi Bargowo Pengelola Kepegawaian Pengolah Data
12. | Rizki Amelia, S.E. PPNPN Penginput data
13. | Andi Harianty, S.E. PPNPN Penginput data
14. | Idrus Tombinawa PPNPN Penginput Data

NUR

“s

NI SAIMIMA, S.H.

19790529 200502 2 001
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=

Rencana Strategis (Renstra)
2020-2024
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\Q) Jl. Trans Sulawesi, Lopana, Amurang Timur, Minahasa Selatan
@ Telp. (0430) 21407 Fax. (0430) 21287

Website : www.pa-amurang.go.id

Email : pengadilanagamaamurang@ymail.com



KATA PENGANTAR

Assalamudlaikum wr. wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya Pengadilan
Agama Amurang dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rancangan Rencana Strategis
(Renstra) Pengadilan Agama Amurang 2020-2024. Rencana Strategis ini merupakan
rumusan strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) guna
mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan
secara utuh, yang tidak terlepas dari Blue Print ]ilid 2 (dua) Mahkamah Agung.

Renstra ini disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2014 dan jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga
(RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh)
tahun serta peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya
disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Amurang.

Rancangan Renstra Pengadilan Agama Amurang 2020-2024 ini memuat penetapan
visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang
dijabarkan dalam kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.
Selanjutnya rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri
melalui perencaaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada 2020-2024
yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan
(RKT) dilakukan setiap tahun seiring dengan agen penyusunan dan kebijakan anggaran.

Dengan tersusunnya Rancangan Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan
transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Amurang dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu dapat dijadikan arah pijakan penyusunan

program dan kegiatan Pengadilan Agama Amurang dalam periode 2020-2024.
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Rancangan Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun
kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak menutup kemungkinan
adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan
kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Amurang.

Semoga Rancangan Renstra 2020-2024 ini benar-benar memberi manfaat dalam
mendukung terwujudnya visi Pengadilan Agama Amurang yaitu : “Terwujudnya Pengadilan
Agama Amurang yang Agung”.

Wassalamudlaikum wr. wh.

7 Amugan f, 08 Januari 2021

“s

/

Sl \ A4
Mﬁsiﬁr’im SAIMIMA, S.H.

ﬁ?jﬁ9790529 200502 2001

g 4
0% Vs /al
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Menimbang

Mengingat

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS II
Nomor : W18-A6/32/SK/0T.00.8/1/2021

TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP

(SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS 11
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS II

: a. bahwa untuk memberikan laporan kinerja Pengadilan Agama Amurang

Kelas Il yang akurat, lengkap mudah dicerna, dan tepat sasaran yang
penyampaiaanya tersusun Dokumen (Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah) SAKIP Pengadilan Agama Amurang Kelas Il Tahun
2021 maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan
Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Pengadilan Agama Amurang Kelas Il Tahun 2021;

c. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat
Keputusan ini, dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas
sebagai Tim Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Amurang Kelas Il Tahun 2021;

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman;
11.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

12.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009;

13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomro 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia;

15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung;

16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung;

17.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomro 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

18.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
percepatan Pemberantasan Korupsi;

19.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
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Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Perjanjian Kinerja dan Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS 1I

TENTANG TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP (SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) PENGADILAN
AGAMA AMURANG KELAS II TAHUN 2021.

: Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat

Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Amurang Kelas II
Tahun 2021;

: Tim bertugas mengumpulkan, meneliti dan mengolah data laporan yang

diperlukan sehingga dapat dibuat Penyusunan Dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama
Amurang Kelas Il Tahun 2021 yang akurat dan akuntabel;

: Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA

Tahun Anggaran 2021;

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di

kemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Amurang
> Pada tanggal : 04 Januari 2021
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Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. di Jakarta

5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado di Manado;

6. Arsip.
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Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amurang Kelas I1

Nomor : W18-A6/32/SK/0T.00.8/1/2021
Tanggal : 04 Januari 2021
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP
(SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS 11
TAHUN 2021
NO NAMA JABATAN JABATAN DALAM TIM
1 2 3 4
1. | Nur Afni Saimima, S.H. Ketua Pembina
2. | Masyrifah Abasi, S.Ag. Wakil Ketua Koordinator
3. | Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc. Hakim Ketua
4. | Ramlia Hamzah, S.Ag. Sekretaris Sekretaris
5. | Drs. Subardi Mooduto, M.H. Panitera Wakil Sekretaris
6. | Muhammad Adil, S.Ag., M.H.I. Panitera Muda Hukum Pengolah Data
7. | Noviardiany Tahir, S.H.IL Panitera Muda Gugatan Pengolah Data
8. | Kasmat Mokodompit, S.Ag Kasubbag Umum dan Pengolah Data
Keuangan
9. | Ramla Abas Kasubbag Kepegawaian dan Pengolah Data
Ortala
10. | Lukman Poiyo Plt. Kasubbag Perencanaan, T, Pengolah Data
dan Pelaporan
11. | Dewi Arimbi Bargowo Pengelola Kepegawaian Pengolah Data
12. | Rizki Amelia, S.E. PPNPN Penginput data
13. | Andi Harianty, S.E. PPNPN Penginput data
14. | Idrus Tombinawa PPNPN Penginput Data
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Agama Amurang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang
Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Amurang
merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Agama Amurang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik
Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Agama Amurang dalam menjalankan
tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah
Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman diIndonesia.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan
Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang
berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Amurang merupakan salah satu Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi
Agama Manado. Pengadilan Agama Amurang terletak di JIn. Trans Sulawesi Kabupaten
Minahasa Selatan - Sulawesi Utara, Telp. 0430 (21407), Fax: 0431 (21287), Kode Pos :
95954, dengan luas wilayah secara keseluruhan adalah 1.454,64 km? dengan jumlah
penduduk seluruhnya adalah 209.501 jiwa.

Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Amurang berdasarkan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota
Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara mencakup 17 Kecamatan 177 Desa/Kelurahan di
wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu :

1) Modoinding terdiri atas 10 desa/kelurahan,
2) Tompaso Baru terdiri atas 10 desa/kelurahan,
3) Maesaa terdiri atas 12 desa/kelurahan,

4) Ranoyapo terdiri atas12 desa/kelurahan,
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5) Motoling terdiri atas 7 desa/kelurahan,
6) Kumelembuay terdiri atas 8 desa/kelurahan,
7) Motoling Barat terdiri atas 8 desa/kelurahan,
8) Motoling Timur terdiri atas 8 desa/kelurahan,
9) Sononsayang terdiri atas 13 desa/kelurahan.
Lebih rinci mengenai luas wilayah hukum, berikut disajikan tabel luas wilayah
hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Amurang menurut luas setiap kecamatan di
Kabupaten Minahasa Selatan :
Tabel 1.1
Luas Wilayah Hukum (Yurisdikasi)

Pengadilan Agama Amurang Menurut Luas Setiap Kecamatan

NO.| NAMA KECAMATAN LUAS(Y(VILIZ'?YAH JUMLAH (%)

1 2 3 4
1 | Modoinding 47.99 3.30
2 | Tompaso Baru 132.86 9.13
3 | Maesaan 139.84 9.61
4 | Ranoyapo 102.89 7.07
5 | Motoling 25.90 1.78
6 | Kumelembuai 31.17 2.14
7 | Motoling Barat 120.34 8.27
8 | Motoling Timur 52.15 3.59
9 | Sinonsayang 104.20 7.16
10 | Tenga 127.03 8.73
11 | Amurang 46.36 3.19
12 | Amurang Barat 108.31 7.45
13 | Amurang Timur 139.87 9.62
14 | Tareran 57.85 3.98
15 | Sulta 29.72 2.04
16 | Tumpaan 78.53 5.40
17 | Tatapaan 109.63 7.54
Total 1454.64 100.00

Dari 17 (tujuh belas) Kecamatan tersebut terdapat beberapa kecamatan yang
perhitungannya disesuaikan jarak serta kesulitan tempuh. Peta yursidiksi Pengadilan Agama

Amurang dapat dilihat dalam gambar peta wilayah di bawah ini :
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GAMBAR 1.1
PETA WILAYAH (YURISDIKSI) PENGADILAN AGAMA AMURANG
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Sedangkan Jumlah Penduduk Kabupaten Minahasa berdasarkan Jenis Kelamin dapat

dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Setiap Kecamatan
di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan

JENIS KELAMIN
(RIBU)
NO. KECAMATAN
LAKI-LAKI | PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5
1 Modoinding 6,578 6,203 12,781
2 Tompaso Baru 6,258 5,751 12,009
3 Maesaan 5,163 4,941 10,104
4 Ranoyapo 6,569 6,053 12,622
5 Motoling 3,780 3,563 7,343
6 Kumelembuai 3,370 3,081 6,451
7 Motoling Barat 4,053 3,791 7,844
8 Motoling Timur 5,050 4,571 9,621
9 Sinonsayang 8,011 7,533 15,544
10 | Tenga 9,338 8,685 18,023
11 | Amurang 9,579 9,165 18,744
JENIS KELAMIN
(RIBU)
NO. KECAMATAN
LAKI-LAKI | PEREMPUAN JUMLAH
1 2 3 4 5
12 | Amurang Barat 8,286 7,947 16,233
13 | Amurang Timur 8,056 7,559 15,615
14 | Tareran 6,470 6,113 12,583
15 | Sulta 3,860 3,641 7,501
16 | Tumpaan 8,906 8,368 17,274
17 | Tatapaan 4,760 4,449 9,209
Total 108,087 101,414 209,501

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Selanjutnya keberadaan Rencana Strategis merupakah langkah awal yang dilakukan
Pengadilan Agama Amurang agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik secara lokal,
nasional, regional dan global yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan yang bersifat idealistik, sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada
lingkungan Pengadilan Agama Amurang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program

yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis tersebut didukung
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dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten,
ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan
Pengadilan Agama Amurang, baik lingkungan internal maupun external sebagai variabel

strategis.

B. Potensi Permasalahan
1. Kekuatan (Strength)
Kekuatan (Strength) yang dimiliki di Pengadilan Agama Amurang tahun 2021
ini adalah sebagai berikut :

a. Adanya kewenangan lembaga dan struktur organiasasi yang jelas diberikan dan
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Adanya pelaksanaan program Reformasi Birokasi, Akreditasi Penjaminan Mutu
dan Pembangunan Zona Integritas.

c. Adanya independensi pengadilan yang terbebas dari pengaruh dari pihak
manapun.

d. Adanya Rencana Strategis dan Progran Tahunan yang telah ditetapkan oleh
pengadilan.

e. Adanya SK Penunjukkan, Job Description Pegawai dan SOP yang jelas.

f. Pengadilan Agama Amurang memiliki hubungan baik dengan pemerintah
Kabupaten Minahasa Selatan.

g. Pendidikan dari unsur pimpinan dan hakim pada Pengadilan Agama Amurang
Strata 1 dan Strata 2 (Magister).

h. Sudah adanya aplikasi dan perangkat IT serta jaringan yang sesuai standar
Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.

i. Sudah optimalnya implementasi SIPP dan 11 Aplikasi Unggulan Dirjen Badilag
serta aplikasi E-Court yang merupakan aplikasi yang mendukung program
unggulan MARI menuju Peradilan Modern sehingga informasi perkara dan Putusan
Pengadilan Agama Amurang sudah dapat diakses dan diunduh dengan cepat oleh
para pencari keadilan (masyarakat).

j. Adanya SKP dan pelaksanaan evaluasi Penilaian Kinerja yang jelas dan terukur.

k. Adanya pelaksanaan Pengawasan oleh Hawasbid secara regular dan optimal.

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan (Weakness) yang ada pada Pengadilan Agama Amurang
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pada tahu 2021 adalah sebagai berikut :

a.

Tidak adanya kewenangan Pengadilan Agama Amurang untuk merekrut pegawai
sendiri yang sesuai dengan kebutuhan Pengadilan.

Terdapat kekosongan pada Pejabat Fungsional Kepaniteraan yaitu Panmud
Permohonan dan juga Pejabat Struktural yaitu Kasubbag IT dan Pelaporan
Perencanaan serta tidak adanya staf PNS (Bendahara), sehingga Pejabat Fungsional
di Kepaniteraan (Panmud Gugatan) merangkap jabatan struktural dan staf
(Bendahara) yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan proses manajemen
peradilan.

SDM yang ada atau yang diterima, baik kuantitas maupun kualitasnya belum sesuai
dengan kapasitas beban dan kemampuan kerja yang dibutuhkan sehingga masih
banyak pegawai/pejabat yang merangkap tugas, baik di bidang kepaniteraan
maupun kesekretariatan.

Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Amurang dari Mahkamah Agung belum
sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan. Dimana usulan yang diajukan
untuk penambahan anggaran baik pada DIPA 01 maupun DIPA 04 masih sangat
jauh dari harapan.

Kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelayanan
publik. Misalnya tidak tersedianya POS Penjagaan (Satpam) di depan Gedung

Pengadilan Agama Amurang.

. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Amurang

untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

a.

Peningkatan jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan
Agama Amurang.

Optimalisasi Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Agama Amurang.
Pengakuan peningkatan kualitas pemberian layanan Pengadilan Agama Amurang
dari masyarakat pencari keadilan.

Optimalnya pemanfaatan dan implementasi aplikasi-aplikasi layanan berbasis
Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Amurang yang telah ada, seperti website,
Sistem Informasi Penelusuran Perkara, e-court, e-register, e-keuangan, PNBP
Fungsional, e-eksaminasi, LLK SIMARI, SIKEP, dan lain-lain sehingga memperoleh
peringkat (juara) dan penghargaan.

Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah Daerah atau lembaga
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eksternal lain di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang untuk pelaksanaan
kegiatan pemberian layanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
d. Terwujudnya inovasi layanan berbasis Informasi dan Tekhologi di Pengadilan

Agama Amurang.

. Ancaman atau Tantangan (Threats)

Berikut adalah ancaman atau tantangan-tantangan (Threats) yang dihadapi
Pengadilan Agama Amurang dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat
melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan:

a. Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak tercatat dan peningkatan
perkawinan di bawah umur;

b. Lambat dan terkendalanya hasil permohonan bantuan pemanggilan dari
Pengadilan Agama lain (tabayun);

c. Terhambatnya kinerja karena jumlah (kuantitas) aparatur Pengadilan Agama
Amurang yang belum seimbang (tidak sesuai) dengan beban kerja yang dihadapi
dan merangkap jabatan/pekerjaan;

d. Sering putus dan terganggunya jaringan internet, kerusakan alat pengolah data
(Laptop/PC) dan printer disebabkan tidak adanya aparatur PA Amurang yang
professional di bidang TI (rendahnya kemampuan IT aparatur Pengadilan);

e. Ketidakfahaman (rendahnya pengetahuan hukum) masyarakat di wilayah hukum
Pengadilan Agama Amurang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan
Agama.

f. Belum tersedianya anggaran (DIPA) yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk
pelaksanaan program Akreditasi Penjaminan Mutu, Reformasi Birokrasi dan Zona
Intergitas serta program-progaram unggulan lain di Pengadilan Agama Amurang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peta Kekuatan (Strength), Kelemahan
(Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman/Tantangan (Threats) yang dimiliki
Pengadilan Agama Amurang Tahun 2021 dapat dirangkup dalam tabel analisis SWOT
berikut :
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Tabel 1.3

Analisis SWOT Pengadilan Agama Amurang Tahun 2020

POTENSI PERMASALAHAN
FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL
KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG TANTANGAN
1 2 3 4
. Adanya kewenangan lembaga dan [a. Tidak adanya kewenangan Peningkatan jumlah perkara Meningkatnya  jumlah
struktur organiasasi yang jelas Pengadilan Agama Amurang untuk yang diterima dan diselesaikan perkawinan yang tidak tercatat
diberikan dan diatur dalam merekrut pegawai sendiri yang oleh Pengadilan Agama dan peningkatan perkawinan di
Peraturan Perundang-undangan. sesuai dengan kebutuhan Amurang. bawah umur.
. Adanya pelaksanaan program Pengadilan. Optimalisasi  Sumber Daya Lambat dan terkendalanya hasil
Reformasi Birokasi, Akreditasi |b. Terdapat kekosongan pada Manusia Aparatur Pengadilan permohonan bantuan
Penjaminan Mutu dan Pejabat Struktural yaitu Kasubbag Agama Amurang. pemanggilan dari Pengadilan

Pembangunan Zona Integritas.

. Adanya independensi Pengadilan
yang terbebas dari pengaruh dari
pihak manapun.

. Adanya Rencana Strategis dan
Progran Tahunan yang telah
ditetapkan oleh Pengadilan.

. Adanya SK Penunjukkan, Job
Diskription Pegawai dan SOP yang
jelas.

Pengadilan  Agama  Amurang
memiliki hubungan baik dengan
pemerintah Kabupaten
Minahasa Selatan.

Tingkat pendidikan unsur
Pimpinan dan Hakim pada
Pengadilan Agama Amurang adalah
Strata 1 dan Strata 2 (Magister).

IT Perencanaan dan Pelaporan dan

juga tidak adanya staf PNS
(Bendahara), sehingga Pejabat
Fungsional di Kepaniteraan

merangkap jabatan struktural dan
staf (Bendahara) serta kosongnya
pejabat fungsional kepaniteraan
yaitu Panmud Permohonan yang

mempengaruhi optimalisasi
pelaksanaan proses manajemen
peradilan.

SDM yang ada atau yang diterima,
baik kuantitas maupun kualitasnya
belum sesuai dengan kapasitas
beban dan kemampuan

Pengakuan peningkatan
kualitas pemberian layanan
Pengadilan Agama Amurang
dari masyarakat pencari
keadilan.

Optimalnya pemanfaatan dan
implementasi aplikasi-aplikasi
layanan berbasis Teknologi
Informasi di Pengadilan Agama
Amurang yang telah ada,
seperti website, Sistem
Informasi Penelusuran Perkara,
E-court, E- register, E-keuangan,
PNBP Fungsional, E-eksaminasi,
LLK SIMARI, SIKEP, dan lain-

lain sehingga memperoleh
peringkat (juara) dan
penghargaan.

Peningkatan kerjasama dengan
instansi pemerintah Daerah

Agama lain (tabayun).
Terhambatnya kinerja kerena
jumlah (kuantitas) aparatur
Pengadilan Agama Amurang
yang belum seimbang (tidak
sesuai) dengan beban kerja
yang dihadapi dan merangkap
jabatan/pekerjaan.

Sering putus dan terganggunya
jaringan internet, kerusakan
alat pengolah data (Laptop/PC)
dan printer disebabkan tidak
adanya aparatur PA Amurang
yang professional di bidang TI

(rendahnya kemampuan IT
aparatur Pengadilan).
Ketidakfahaman (rendahnya
pengetahuan hukum)

masyarakat di wilayah hukum
Pengadilan Agama Amurang
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POTENSI PERMASALAHAN

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL
KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG TANTANGAN
1 2 3 4

h. Sudah adanya aplikasi dan kerja yang dibutuhkan sehingga atau lembaga eksternal lain di terkait dengan proses
perangkat IT serta jaringan yang masih banyak pegawai/pejabat wilayah hukum Pengadilan berperkara di Pengadilan|

sesuai standar Mahkamah Agung yang merangkap tugas, baik di Agama Amurang untuk Agama.
RI dan Direktorat Jenderal BAdan bidang  kepaniteraan = maupun| pelaksanaan kegiatan Belum tersedianya anggaran
Peradilan Agama MA RI. kesekretariatan. pemberian layanan hukum (DIPA) yang diberikan oleh
Sudah optimalnya implementasi Anggaran yang diterima PA kepada masyarakat pencari Mahkamah Agung untuk
SIPP dan 11 aplikasi unggulan Amurang dari MA belum sesuai keadile.m. . . pela.ksa_naan program Akreditas@
Dirjen Badilag serta aplikasi E- dengan kebutuhan dan rencana Terwu]}ldnya 1nofa51. layanan Pgn]amlr.lan Mutu, ReformaSI
Court yang diajukan. Dimana usulan berbasis Informasi dan Birokrasi dan Zona Intergitas

yang menjadi aplikasi
program unggulan MARI untuk
mewujudkan peradilan modern
sehingga informasi perkara dan
Putusan Pengadilan Agama
Amurang sudah dapat diakses dan
diunduh dengan cepat oleh para
pencari keadilan (masyarakat).
Adanya SKP dan pelaksanaan
evaluasi Penilaian Kinerja yang
jelas dan terukur.

. Adanya pelaksanaan Pengawasan
Hawasbid secara regular dan
optimal.

yang diajukan untuk
penambahan anggaran baik pada
DIPA 01 maupun DIPA 04 masih
sangat jauh dari harapan.
Kurangnya fasilitas, sarana dan
prasarana yang mendukung untuk
pelayanan publik. Misalnya tidak
tersedianya POS Penjagaan
(Satpam) di depan Gedung
Pengadilan Agama Amurang.

Tekhologi di Pengadilan Agama
Amurang.

serta program-progaram
unggulan lain di Pengadilan
Agama Amurang.
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BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan panduan pelaksanaan kegiatan dan pengambilan
kebijakan pada masing-masing fungsi yang ada di Pengadilan Agama Amurang, diperlukan
dalam suatu dokumen Rencana Strategis. Rencana Strategis Pengadilan Agama Amurang
tahun 2020-2024 ini memuat Visi, Misi, Potensi dan Permasalahan, dan Strategi yang akan

dilaksanakan dalam periode waktu 2020-2024.

A. Visi dan Misi

Rencana strategis Pengadilan Agama Amurang Tahun 2020-2024 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana
dan terprogram secara sistimatis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,
pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk
mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arahan dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Amurang yang disesuaikan dengan
arah kebijakan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung Tahun 2010-2035,
sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Agama Amurang. Visi Pengadilan Agama Amurang mengacu pada Visi Mahkamah Agung
Rl yaitu : “ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” maka
dari itu  visi Pengadilan Agama Amurang adalah : “TERWUJUDNYA PENGADILAN
AGAMA AMURANG YANG AGUNG”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Adapun misi Pengadilan Agama Amurang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akselerasi pelayanan hukum bagi masyarakat yang berperkara;
2. Meningkatkan fungsi manajerial dan penguatan pengawasan internal;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme aparatur peradilan;

4. Meningkatkan transparansi lembaga peradilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 2020 | WE]



B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi
dan misi Pengadilan Agama Amurang. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan
Agama Amurang adalah sebagai berikut:

1. Menegakkan hukum dan keadilan;
2. Mewujudkan tata kelola peradilan yang baik;
3. Mewujudkan pelayanan cepat sederhana dan biaya ringan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai
dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Amurang
adalah sebagi berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan
indikator kinerja:
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
c. Persentase perkara penurunan sisa perkara
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan
peninjauan kembali).
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatkan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan indikator kinerja:
a. Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang
ditentukan.
b. Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu.
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang
diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan
indikator kinerja:
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
b. persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.
c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum.
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan

hukum (posbakum).
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4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dengan indikator kinerja :

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
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BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung
Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN
tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan
Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan
Peradilan.
6. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya
Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai
berikut :
1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan
Akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan
dan akuntabel, diterapkan arah kebijakan sebagai berikut :
a. Penyempurnaan penerapan sistem kamar :
Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor : 142/KMA/SK/1X/2011
yang diperbarui dengan SK KMA Nomor : 017/KMA/SK/II/2012 yang
dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana
(pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata
khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga
konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3)
mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari
2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan,
karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang

mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum
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sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan
penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana
strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja
penanganan manajemen perkara, (b) penguatan databaseperkara dan publikasi
perkara, (c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing- masing
kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

. Pembatasan perkara kasasi;

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di
tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal
dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan
pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini
disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik
di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak
melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum
sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan
keahlian/latar belakang. Diharapkan kedepan pada pengadilan Tingkat Banding
bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan
spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi
yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari
2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif
meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme
prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum
dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh
pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum
seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian
perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode
rekruitmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat
mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.
Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak
mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai
gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan
hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim

court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi
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RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

d. Penguatan akses peradilan.

. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan
Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang
Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahawa
seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian
perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding diatur melalui Surat Edaran
Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang
menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata
usaha negara kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6
(enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang
bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat
Banding.

Pimpinan Mahkamah Agung RI sangat gigih dalam melakukan reformasi
birokrasi dan reformsi budaya kinerja Mahkamah Agung RI dan jajaran lembaga
peradilan yang di bawahnya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon
keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah
Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Hal ini dibuktikan dengan telah terbitnya
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (KMA RI) Nomor
119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada
Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Butir ke tiga KMA RI tersebut menyatakan bahwa hari musyawarah dan
ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima
oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya
ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara- perkara Perdata
Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian
perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara
di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan
Peradilan. SEMA RI tersebut di atas mengamanatkan agar penyelesaian perkara pada
Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang

penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3
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(tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah
Agung dan Peradilan di bawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin
melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut di atas Mahkamah Agung RI telah
banyak membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenubhi
spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak
harus terikat dengan hukum formil biasa yang ada. Mahkamah Agung menyusun
regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court dan juga melakukan
terobosan dengan mengeluarkan berbagai Peraturan Mahkaham Agung RI yang
mempercepat dan mengefisiensikan penyelesaikan perkara tertentu, misalnya

Penyelesaian Perkara dengan Hukum Acara Sederhana.

. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran stategis peningkatan akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai
berikut :1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang
Keliling/zitting plaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum (POSBAKUM). Sesuai
dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2014 dilakukan dengan 3
(tiga) kegiatan yaitu:

(1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat
setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk
memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin
berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang
malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat
dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin,
penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan
penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian
Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan
kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan
tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

(2) Sidang keliling/zitting plaats;
Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani

penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah
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dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak
identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa
menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan
karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman
estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta
memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam
Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

(3) Pos pelayanan bantuan hukum
Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu
masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal
membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar
persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan
Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi
masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran tersebut dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang
Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa
seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister. Sementara penyelesaian
perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran
Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang
menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata
usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6
(enam) bulan dengan Kketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang
bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat
Banding.

Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam
mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian
hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara
dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan di bawahnya, Ketua Mahkamah
Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang
Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan
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paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali
terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh
undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana
yang terdakwanya berada dalam tahanan).

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2 tahun 2014 tentang
Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4
(empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada
Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang
penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3
(tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka
terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan
dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.
Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk
penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat
diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum
formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum
terlaksananya small claim court.

. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Pelaksanaan Pembinaan Bagi Aparat Tenaga
Teknis di Lingkungan Peradilan

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat
setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan
Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III
dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM
Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management), menempatkan ulang dan
mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan
dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun
standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana
Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI

untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan :
Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan,
permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94

Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah
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Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008
tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk
itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh
keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan Kkinerja,
integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi
penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan
yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang
komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara
dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara
dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya
kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga
strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan
penyusunan dan pengukuran SKP.

. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Pelaksanaan Penelitian, Pendidikan dan
Pelatihan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang
terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan
akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Transparansi kinerja
secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi
Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

(1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;

Mahkamah Agung melalui berbagai Kkebijakannya telah berupaya untuk
mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan
internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan
peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga
kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan.

Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di
bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI
yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat
proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat
diharapkan tejadinya  peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada

masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi
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(2)

antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut

“interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan

tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan

menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang
ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan

transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah

satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan

Indonesia yang agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana

pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini :

a) Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua
informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan,
jurnal hukum, dan lainnya;

b) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas
pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan
kesaksian;

c) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan
mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis
komputer;

d) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan
teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;

e) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-
learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah
Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola
secara terpusat di Mahkamah Agung melalui suatu jaringan komputer terpadu
yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat
ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini
organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai,
serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi;

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga

sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang

termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi

di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan
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Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan
terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat

tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat
mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi
dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah
dibangun dan masih dibutuhkan seperti :

a) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola
kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya
akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses
terjadinya kebijakan publik;

b) Surat Keputusan Ketua  Mahkamah Agung Nomor o 1-
144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang
efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan
perundang-undangan, diperlukan pedomanpelayanan informasi yang
sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan
pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau
Case Tracking System (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01
dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan
Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan SIPP dilingkungan Peradilan
Agama.

(3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI;

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan

Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu

mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan Kkriteria obyektif, sehingga

tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah- langkah yang bersifat

strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem

manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem
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manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai Competency
Based HR Management (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan
operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab
tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis
kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai
sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan
atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku
kerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu soft
competency dan hard competency. Soft competency adalah kompetensi yang
berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan
antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya :
leadership, communication dan interpersonal relation. Sedangkan hard
competency adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional
atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis
pekerjaan yang ditekuni. Contoh hard competency di lingkungan peradilan adalah
memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan
lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil
kompetensi jabatan/posisi.
Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi,
baik soft competency maupun hard competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi
dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil
kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu
serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh
pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut :
a) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
b) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang
dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
c) Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
d) Remunerasi berbasis kompetensi;
e) Pola karir berbasis kompetensi.
Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh
proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen
kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai
kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik

dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan
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kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian

remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun

model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh

jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk

digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini

termasuk membangun Kkriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang

lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi digunakan

sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas

antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar),

panitera dan pegawai administratif. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan

manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan

secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini

sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan

pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola

SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan

efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut

adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem

pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut :

1 Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian
pengelolaan SDM Badan Peradilan.

2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural
Badan Peradilan.

3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM
pengelolanya.

4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi
manajemen SDM.

5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi,
misi dan sasaran organisasi.

6. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap
perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.

7. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut

untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya.
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Peningkatan Kkapasitas profesi akan mendorong meningkatnya Kkualitas
penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan
demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap
Badan Peradilan.

Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan
dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga
harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan
pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini
merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya
manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil
peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang
kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah
satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah
menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai
pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, sertaintegritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas
dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan
Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat
atau Qualified and Respectabel Judicial Training Center (JTC)”. Sistem ini akan
dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :
Kelembagaan (institusional);

Sarana dan prasarana yang diperlukan;

Sumber daya manusia;

Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;

Pemanfaatan hasil diklat;

Anggaran diklat; serta

N oS s LN

Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan
pengembangan)

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada usaha
perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke
depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (Continuing
Judicial Education atau CJE). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang

diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan
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dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan.
Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang
mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang
hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang
terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparatur peradilan
mempelajari penggunaan aplikasi komputer tertentu untuk mendukung
pelaksanaan tugasnya. Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa
prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan
aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;

b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan
terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai
pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya
mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (adult learning). Penerapan
metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam
implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (knowledge based
organization). Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari produk-
produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem

Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang

Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara

lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi
pendidikan dan pelatihan;

2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program
pendidikan dan pelatihan hakim dan aparatur peradilan yang akan
diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan
sistem kamar;

3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan
aparat peradilan;

4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang
berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk
mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga

pengajar yang dibutuhkan;
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5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara
keseluruhan.

Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi memerlukan

rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada

proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada

proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan

keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu

: peningkatan literasi TI dan standardisasi pemahaman sistem kerja.

7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat

Peradilan Secara Optimal.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan aparatur

peradilan, ditetapkan arah kebijakann sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana

fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan

pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi

masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan uraian per arah

kebijakan sebagai berikut:

(1)

(2)

Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan dicapai
dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana
Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan
Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan
bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi
Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam penguatan
Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pegawasan masih terkendala dengan
sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk
mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah
Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 02/PB/MA/1X/2012-02/PB/P.KY/09/2012
tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga
strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan
Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
pengawasan internal.

Peningkatan akuntablitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat;
Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat

permasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan
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Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semualaporan/pengaduan yang ada
dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk
menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena
pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan
rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk
menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih
banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan
dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan
terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu
Keputusan KMA RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk
pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan,
mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pegawasan menggunakan aplikasi
berbasis web dan teknologi client server serta database yang tersentralisasi,
untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi
Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut
pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem
Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi whistleblowing)
sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alur
pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan
jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal.

Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XI1/2011 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS),
dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan
berkaitan dengan whistleblower /justice collabolator melalui aplikasi sistem web
Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding
sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah,
belum berfungsi maksimal karena

pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan
belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas
identitasnya.

Untuk itu perlu dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang
tidak jelas, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada
pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan
sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga

eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan
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kualitas pelayanan publik pengadilan.
(3) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan;
Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya
kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi
Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan
yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah
Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi
pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi
Yudisial antara  lain, peraturan Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-
02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim, Nomor : 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Nomor : 04/PB/MA/IX/2012-
04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara
Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yang
dilakukan adalah melakukan Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut
pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan
dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan.
8. Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan
Aset.
Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan integritas
SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen
Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber
Daya Manusia Peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :
(1) Penataan pola rekrutmen sumber daya manusia peradilan;
Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2
arah kebijakan yaitu : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia
Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia
Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan
menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai
dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan,
seperti : (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria

obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan
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(2)

formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif
dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan
upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong,
(4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang
mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka
efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak
yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk
menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent
scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk
mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada
sistem rekrutmen asisten hakim agung.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola
rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi
pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh
peserta (meliputi nilai dan peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus
menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan
pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi
penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan
mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan
kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan
karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan
lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur
peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain
yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang
dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis
kompetensi.

Penataan pola promosi dan mutasi sumber daya manusia peradilan;

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia
Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi
peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun
non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (reward-punishment).
Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah (1) perbaikan sistem
pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan, (2) belum ada
ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan

untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang
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selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan, (3) belum
terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi
bagi pegawali, (4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai
peraturan perundangan-undangan yang selama ini mengatur status hakim
sebagai PNS dengan UU Nomor : 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru
sebagai pejabat negara.
Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem
pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu
bahwa (1) telah dilakukan assessment untuk pejabat setingkat eselon III untuk
pengembangan organisasi dan (2) telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya
Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV.
Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi
yang diterapkan adalah (1) mengembangkan dan mengimplementasikan sistem
manajemen SDM berbasis kompetensi (competency based HR Management), (2)
menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessmen, (3)
Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara
berkelanjutan (capacity building), (4) menyusun standarisasi sistem pendidikan
dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil),
dan (5) menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju
pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.
Dengan arah kebijakan sebagai berikut :
a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung;
b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance;
c. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan

budaya organisasi yang efektif.
Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial
lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah
kebijakan sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2)
Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen
Aset di Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5)
Pengembangan budaya organisasi yang efektif. Dengan uraian per arah kebijakan
sebagai berikut :
1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung;

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala

dalam pemenuhan kebutuhan operasional.Birokrasi keputusan pagu
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anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang

diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan

Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana

sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum,
maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian

Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1)

Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian

Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan

Perundang-undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

2) Penataan manajemen dalam rangka good court governance;

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan diperlukan

penataan manajemen secara menyeluruh menuju good court governance

meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

a) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja
kegiatan;

b) Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai
penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan;

c) Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (baseline) berdasarkan hasil
evaluasi capaian kinerja;

d) Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset
berbasis risk analysis.

3) Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada good court governance dan
pengembangan budaya organisasi yang efektif;

Untuk mewujudkan good court governance diperlukan arah kebijakan yang

mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut :

a) Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur business
process dan efisiensi manajemen anggaran;

b) Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai aspek
pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi
Mahkamah Agung;

c) Transformasi mindset mengarah pada internal service attitude yang

menunjang efisiensi dan efektivitas business process.
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B. Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Manado

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,

Pengadilan Agama Tinggi Agama Manado menetapkan arah dan kebijakan dan strategi

sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari

keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi

rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana,

transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan

integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi

peningkatan kinerja :

1.

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai
dengan kompetensi dengan mewujudkan sumber daya manusia aparatur
peradilan yang jumlahnya mencukupi, profesional dan berkualitas;

Pengawasan internal dan eksternal. Hal ini disebutkan untuk menjamin
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat;

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi
informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja, termasuk modernisasi

perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan tekhnologi informasi.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan

kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan
kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan public,
termasuk modernisasi perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan
tekhnologi informasi;

Ketersediaan angaran pengadilan yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 2020 | BB



C. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Amurang
Pengadilan Agama Amurang menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam
mewujudkan Visi dan Misinya yaitu sebagai berikut :
1. Peningkatan Kinerja
Peningkatan Kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan transparansi sehingga masyarakat pencari
keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi
rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana,
transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan
integritas sumber daya aparatur peradilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi
peningkatan kinerja :

1) Membangun sistem karir yang mengarah pada perbaikan dalam mekanisme
kebijakan dan strategi peningkatan kinerja. Hal ini diperlukan guna mewujudkan
penataan kuantitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Amurang yang
memadai dan mewujudkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama
Amurang yang profesional, berkualitas dan berintegritas;

2) Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat;

3) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;

4) Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi
informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerjanya.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan
kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak
dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerimalayanan;

2) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;

3) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik;

4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pengadilan Agama
Amurang yang memadai untuk mewujudkan optimalisasi dan peningkatan
mutu/kualitas pelayanan publik;

5) Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik menjadi arah kebijakan

Pengadilan Agama Amurang dalam Rancangan Renstra 2020-2024 ini.
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D. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi
bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2)
menyatakan :

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang
penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan
Nasional,  kebijakan =~ umum, program  Kementerian/lembaga  dan lintas
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi
makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan”,

Seiring dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut di atas dan UU Nomor : 12 tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong
pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum
maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang
berkualitas.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RP]M
periode ke III tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan
program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk
semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.
Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-
2024 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan
berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah
makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Pengadilan Agama Amurang sebagai satuan kerja yang berada di bawah
Pengadilan Tinggi Agama Manado dalam merealisasikan program pemerintah yang
dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi.
Penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Amurang tentunya harus
mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Amurang telah menyusun kerangka regulasi sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan dalam periode tahun 2020-2024 dalam bentuk tabel di

bawah ini :
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Tabel 3.1
MATRIK KERANGKA REGULASI

Sasaran Strategis Arah Kebijakan 2020- 2024 Arah Kerangka Regulasi Kebutuhan Regulasi Penanggung Jawab
2 3 4 5 6

Terwujudnya proses - Penyelesaian seluruh perkara atau - Implemantasi SK KMA - SOP Penyelesaian Perkara Panitera
peradilan yang pasti, sisa perkara sebanyak nol perkara tentang percepatan - SKKMA Nomor: 1-144 /2011 tentang
transparan dan pada akhir tahun. penyelesaian perkara Pedoman Pelayanan Informasi di
akuntabel; - Penyelesaian perkara harus kurang - Peningkatan pelayanan Pengadilan

dari tiga bulan. publik - SKKMA Nomor :

- Melakukan survey terhadap indeks - Pelaksanaan Pelayanan 138/KMA/SK/IX/2009 yang
kepuasan masyarakat terhadap Terpadu Satu Pintu (PTSP) mengatur batasan jangka waktu
layanan peradilan penanganan perkara

- Publikasi putusan Peraturan Menteri Pendayagunaan

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor :14 Tahun 2017
Tentang Pedoman Penyusunan Survey
Kepuasan Masyarakat.

SK Ditjen Badilag MARI Nomor :

1403.b/DJA/SK/0T.01.3/8/ 2018

Tentang Pelayanan terpadu Satu

Pintu (PTSP).
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No. Sasaran Strategis Arah Kebijakan 2020- 2024 Arah Kerangka Regulasi Kebutuhan Regulasi Penanggung Jawab
2 3 4 5 6
Meningkatnya Melakukan penyederhanan SOP Optimalisasi penggunaan SOP Penyelesaian Perkara Panitera
efektivitas pengelolaan mengenai pengelolaan penyelesaian SIPP SK KMA Nomor :
penyelesaian perkara perkara. Implementasi One Day 138/KMA/SK/1X/2009 yang
Modernisasi manajemen perkara. Publish mengatur batasan jangka
Penyederhanaan proses berperkara, Pelaksanaan mediasi waktu penanganan perkara
Penguatan akses pada keadilan Perma Nomor: 1 tahun 2016
Penataan ulang organisasi Tentang Prosedur Mediasi
manajemen perkara.
Penataan ulang proses menajemen
perkara.
3. | Meningkatnya akses Melaksanakan kegiatan berperkara Penyediaan anggaran SOP Penyelesaian Perkara Panitera

peradilan bagi
masyarakat miskin dan

terpinggirkan

secara cuma-cuma (prodeo)
Melaksanakan kegiatan sidang diluar
gedung pengadilan/pelayanan
terpadu

Penyediaan Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tidak Mampu di

Pengadilan

perkara prodeo, sidang di
luar gedung pengadilan,
dan Posbakum melalui

DIPA 04

Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum bagi Masyarakat

Tidak Mampu di Pengadilan
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No. Sasaran Strategis Arah Kebijakan 2020- 2024 Arah Kerangka Regulasi Kebutuhan Regulasi Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6
4 Meningkatnya - Meningkatkan kualitas putusan - Pembatasan perkara kasasi | - SOP Penyelesaian Perkara Panitera
kepatuhan terhadap hakim. dan PK dalam hal - Formulir Kepaniteraan MARI

putusan pengadilan

- Mengikutsertakan hakim pada diklat
yang teknis yang dilaksanakan oleh

Mahkamah Agung

persyaratan formil

- Pembuatan SK KMA tentang
pembatasan perkara kasasi dan PK

dalam hal persyaratan formil
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Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat kementerian/lembaga sesuai dengan
struktur organisasi ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil yang digunakan
untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi. Pengadilan Agama Amurang yang

merupakan pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman memiliki struktur organisasi sebagai

berikut :

1) Ketua : 1 Orang
2) Wakil Ketua : 1 Orang
3) Hakim : 1 Orang
4) Panitera : 1 Orang
5) Sekretaris : 1 Orang
6) Panitera Muda Hukum : 1 Orang
7) Panitera Muda Permohonan : 0 Orang
8) Panitera Muda Gugatan : 1 Orang
9) Kasub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana : 1 Orang
10) Kasub Bagian Umum dan Keuangan : 1 Orang
11) Kasub Bagian Perencanaan, IT dan pelaporan : 0 Orang
12) Panitera Pengganti : 0 Orang

13) Jurusita Pengganti (Plt. Kasub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan) : 1 Orang
14) Staf : 1 Orang
Dari data di atas diketahui jumlah personil Pengadilan Agama Amurang pada
akhir tahun 2019 sebanyak 11 (sebelas) pegawai. Pada tahun 2020 tersebut Pengadilan
Agama Amurang juga mempunyai kekosongan jabatan struktural Kepala Sub Bagian
Perencanaan, TI dan Pelaporan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Pengganti.
Sehingga untuk menjalankan tugas tersebut Ketua Pengadilan Agama Amurang
mengangkat seorang Pejabat Fungsional (Jurusita Pengganti) menjai Plt. Kasubbag
tersebut.

Berikut organisasi Pengadilan Agama Amurang pada tahun 2020 :
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Gambar 3.1
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA AMURANG
PERIODE DESEMBER TAHUN 2020

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA AMURANG

BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan
Agama Amurang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat

rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a) Program Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Amurang
Program penyelesaian perkara merupakan program untuk mencapai sasaran
strategis dalam hal penyelesaian perkara, yang meliputi penyelesaian sisa perkara,
perkara yang diselesaikan tepat waktu, penurunan sisa perkara dan putusan perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK. Tujuan, Sasaran, Target dan
Strategi serta Pendanaan atas pelaksanaan Program Layanan, khususnya penyelesaian
perkara di Pengadilan Amurang pada tahun 2019 dapat dilihat dalam bentuk tabel di

bawah ini :
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Tabel 4.1
MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Amurang yang Agung
Misi : 1. Meningkatkan akselerasi pelayanan hukum bagi masyarakat yang berperkara;

2. Meningkatkan fungsi manajerial dan penguatan pengawasan internal;

3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme aparatur peradilan;
4. Meningkatkan transparansi lembaga peradilan.
Tujuan : 1. Menegakkan hukum dan keadilan;
2. Mewujudkan tata kelola peradilan yang baik;
3. Mewujudkan pelayanan cepat, sederhana dan biaya ringan.
TUJUAN SASARAN TARGET STRATEGIS
NO. TARGET
INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR ANGGARAN
URAIAN KINERJA URAIAN KINERJA 2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN TARGET (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. |Menegakkan | Terwujudnya 100% |[Terwujudnya [1. Penyelesaian 100% 100% 100% | 100% | 100% |- Menyelesaikan
hukum dan peningkat an Proses sisa perkara sisa perkara
keadilan penyelesa ian peradilan yang | tahun 2020 tepat waktu
perkara Pasti, pada tahun pada tahun
transparan dan | 2021 2020
Akuntabel - Mempercepat
penyelesaian
perkara sesuai
dengan jadwal
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TUJUAN SASARAN TARGET STRATEGIS
NO- INDIKATOR TARGET INDIKATOR INDIKATOR ANGGARAN
URAIAN KINERJA URAIAN KINERJA 2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN TARGET (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2. Penyelesaian 100% 100% 100% 100% | 100% |- Melengkapi
perkara dengan instrumen-
tepat waktu instrumen
pada tahun pengadilan
2021 seperti PHS,
PMH, Jurusita
sesuai dengan
waktu yang
telah
ditetapkan
- Penundaan
persidangan
tidak telalu
lama
- Penyelesaian
BAP secara
tepat waktu
3. Persentasi 100% 100% 100% 100% | 100% |- Mengurangi sisa
Penurunan Sisa perkara lebih
Perkara sedikit dari
tahun
sebelumnya
4. Persentase 100% 100% 100% 100% | 100% |- Memberikan
Perkara yang kuisioner
tidak kepada para
Mengajukan pihak untuk
Upaya Hukum diisi
(Bandi'ng.,l(asa - Mengolah data
si, Peninjauan yang telah

Kembali) pada
tahun 2021

diperoleh denga
aplikasi

- Penyelesaian
BAP secara

tepat waktu
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TUJUAN SASARAN TARGET STRATEGIS
NO. INDIKATOR TARGET INDIKATOR INDIKATOR ANGGARAN
URAIAN KINERJA URAIAN KINERJA 2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN TARGET (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5. Index kepuasan - Memberikan
masyarakat Kuisioner
Terhadap kepada para
Layanan pihak untuk
Peradilan tahun diisi
2021 - Mengolah data
yang telah
diperoleh
dengan aplikasi
Mewujudkan - Meningkatnya 100% [ Peningkatan 1. Penyelasaian - Melengkapi
tata kelola kepatuhan Efektifitas Minutasi berkas perkara
peradilan yang | terhadap Pengelolaan Perkara pada - Mengupayakan
baik putusan Penyelesaian tahun 2021 penyelesaian
pengadilan Perkara minutasi tepat
waktu
2. Persentasi Program 16.800.000,
Salinan Peningkatan
Putusan yang Manajemen
diterima oleh Peradilan Agama
Pengadilan
Pengaju tepat
waktu
3. Persentase 100% 100% 100% 5% 5% - Menunjuk
berkas Perkara Hakim mediator]
yang yang telah
dimohonkan tersertifikasi
Banding, Kasasi - Memaksimalka
dan PK yang n upaya mediasi|
diajukan secara kepada para
lengkap dan pihak
tepat waktu
4. Persentase 100% 100% 100% 5% 5%

putusan yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari sejak putus
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TUJUAN SASARAN TARGET STRATEGIS
NO- INDIKATOR TARGET INDIKATOR INDIKATOR ANGGARAN
URAIAN KINERJA URAIAN KINERJA 2020 2021 2022 2023 | 2024 PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN TARGET (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5. Persentasi Program 16.800.000,
Salinan Peningkatan
Putusan yang Manajemen
diterima oleh Peradilan Agama
Pengadilan
Pengaju tepat
waktu
3. |Mewujudkan |- Peningkatan 100% | Meningkatnya [1. Persentase 100% 100% 100% | 100% | 100% |Program - Melengkapi [Penyelesaian 100% 6.000.000,-
pelayanan cepat| aksesibilitas Akses Perkara Peningkatan instrumen- [perkara
sederhana dan | masyarakat peradilan Bagi | Prodeo yang Manajemen instrumen [Melalui
biaya ringan terhadap Masyarakat diselesaikan Peradilan Agama [ pengadilan |Pembebasan
peradilan (acces| Miskin dan pada tahun seperti PHS, [Biaya
to justice) Terpinggirkan 2021 PMH, Perkara
Jurusita
sesuai
dengan
waktu yang
telah
ditetapkan
- Penundaan
Persidanan
tidak terlalu
lama
- Penyelesaian
BAP secara
tepat waktu
2. Persentase 100% 100% 100% 100% | 100% - Membuat
Perkara yang jadwal
diselesaikan pelaksanaan
diluar gedung sidang diluar
pengadilan gedung
- Menunjuk
Tim yang
terkait
dengan
sidang diluar
gedung
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TUJUAN SASARAN TARGET STRATEGIS
NO. TARGET
INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR ANGGARAN
URAIAN KINERJA URAIAN KINERJA 2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN TARGET (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3. Persentase 100% 100% 100% 100% 100% |- Memaksimalka
perkara n informasi
permohonan tentang layanan
Pencari posbakum
(voluntair) - Menyediakan
Identitas Hukum| SDM
yangkompeten
4. Persentase 100% 100% 100% 100% | 100% |- Memaksimalka
pencari n informasi
Keadilan tentang layanan
Golongan posbakum
Tertentu yang - Menyediakan
Mendapat SDM yang
Layanan kompeten
Bantuan Hukum
(Posbakum)
4. |Meningkatkan | Peningkatan 100% | Meningkatnya [1. Persentase 100% 100% 100% 100% 100% |- Mengupayakan
Kepatuhan Kepatuhan Kepatuhan Putusan Perkara pelaksanaan
Masyarakat Terhadap Terhadap Perdata yang eksekusi sesuai
Pencari Putusan Putusan ditindak lanjuti dengan waktu
keadilan Pengadilan Pengadilan (dieksekusi) yang telah
terhadap pada tahun ditetapkan
Putusan 2021
Pengadilan
5. |Menyelenggara | Realisasi 100% | Terlaksananya |1. Prosentase 97,18% | 97,78% | 96,87% | 99% 99% |- Membuat
kan kegiatan anggaaran Realisasi realisasi 99,59% | 98,65% | 99,15% | 99% 99% perencanaan
keuangan dari masing- anggaran anggaran DIPA - Memaksimal
masing DIPA 01 01 dan 04 100% 100% 100% 100% | 100% kan kegiatan
kegiatan dan 04 agar segera
terealisasi
- Menatausah
akan bukti
setiap transaksi
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TUJUAN SASARAN TARGET STRATEGIS
NO. TARGET
INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR ANGGARAN
URAIAN KINERJA URAIAN KINERJA 2020 2021 2022 2023 | 2024 PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN TARGET (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6. |Terlaksananya | Laporan 100% | Laporan 1. Pelaporan 100% 100% 100% | 100% | 100% |- Mengumpulkan
pelaporan realisasi monitoring monitoring data laporan
monitoring anggaran evaluasi DIPA- | evaluasi DIPA- realisasi dari
evaluasi E- 005.01.2. 005.01.2.6821 bagian
monev Bapenas 682171/2018 71/2018 dan keuangan
dan DIPA- DIPA- - Mengupload
005.04.2. 005.04.2.6821 kedalam
682172/2018 | 72/2018 per aplikasi e-
triwulan monev bapenas
7 [Menyelenggara | Terlaksananya 100% | Terealisasinya [1.Prosentase 100% 100% 100% | 100% | 100% |- Mendata
kan kegiatan hak-hak berupa pegawai yang pegawai yang
kepegawaian kepegawaaian kenaikan belum terdata akan
kenaikan pangkat dan kenaikan mendapatkan
pangkat dan KGB pangkat dan kenaﬁ(atnd
pangkat dan
KGB KGB tahun 2020 KGB
- Melengkapi
berkas yang
diperlukan
untuk
mendapatkan
kenaikan
pangkat dan
KGB
2. Persentase 100% 100% 100% 100% | 100% |- Mendata ulang
pengiriman berkas yang
berkas KGB dan diperlukan
kenaikan p
pangkat ke PTA - Melengkapi
Manado tahun berkas pegawai
2020 yang diajukan
3. Persentase 100% 100% 100% | 100% | 100% (- Memperbahar
penginputan ui data di
data dalam dalam SIKEP
aplikasi SIKEP yang sudah
tahun 2020 lama
- Melakukan

penginputan
data secara
berkala
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BABV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Amurang tahun 2020-2024 diarahkan untuk
merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan
strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rancangan Renstra ini
merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang
tantangan, strategi program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama
kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rancangan Rencana Stretegis (Renstra) Pengadilan Agama Amurang periode 2015-
2019 harus dilakukan evaluasi dan diperbaharui dari waktu ke waktu sebagaimana disusun
dan ditetapkannya Renstra Pengadilan Agama Amurang Tahun 2020 ini. Dengan demikian
renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan
dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat
keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rancangan Renstra ini pula, diharapkan wunit-unit kerja di lingkungan
Pengadilan Agama Amurang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun atas
pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024. Sehingga
visi dan misi Pengadilan Agama Amurang dapat terwujud dengan baik.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan
Agama Amurang ini diucapkan penghargaan yang setingi-tingginya, dan selanjutnya rencana
strategis Pengadilan Agama Amurang ini hanya dapat dilaksanakan dengan dedikasi dan

kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Amurang.

o Amurang, 08 Januari 2021
Ketus ,l»spgadilan Agama Amurang,

/
S [ 4 if v

A 71 )

) A i\)

<3 \\b NUR ARN{ SAIMIMA, S.H.

L

b “=HiPA9790529 200502 2 001

S »
< / &/”

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 2020| BEkkE



}

Indikator Kinerja Utama (IKU)
(Reviu Tahun 2020)
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Menimbang

Mengingat

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS II
Nomor : W18-A6/61.b/0T.01.1/1/2021

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS 11
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS II

. bahwa dalam rangka penerpan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WWBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya, khsusunya pada Pengadilan Agama Amurang, maka
perencanaan terhadap kinerja pada Pengadilan Agama Amurang Kelas
[ITahun 2021 harus terencana dan dapat terukur pasti tingkat capaiannya;

. bahwa Mahkamah Agung RI melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 telah
memerintahkan kepada seluruh lembaga Peradilan yang ada di bawahnya,
termasuk Pengadilan Agama Amurang Kelas [luntuk menyusun laporan
pertanggung jawaban kinerja dan penyusunan Dokumen SAKIP 2021;

. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu

disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Amurang Kelas [ITahun
2021;

. bahwa berdasarkan rapat Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

dan LKjIP Tahun 2021 serta Dokumen SAKIP Tahun 2021, maka perlu
ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Amurang
Kelas [ITahun 2021.

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang- undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkakmah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016
tanggal 9 Nopember 2016;

9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1930A/SEK/0T.01.2/11/2020
tanggal 27 November 20 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMURANG KELAS IITENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA
AMURANG KELAS I TAHUN 2021;

Pertama :  Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan
Agama Amurang Kelas [luntuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Tahun 2021, Program Kerja Tahun 2021, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021,
menetapkan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2021, melakukan
evaluasi dan penilaian terhadap pencapaian kinerja dan menyusun Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Amurang Kelas II Tahun 2021, serta
telah bersesuaian dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama
Amurang;

Kedua Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2021 dan Laporan Kinerja dan Evaluasi
terhadap pencapaian kinerja sebagaimana tersebut dalam dictum di atas
disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung dan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara;

Ketiga :  Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir
setelah seluruh kegiatan pembuatan dan penyampaian Laporan tersebut;

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk dijadikan acuan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.

Dii;gtapkan di: Amurang

u_,P;z\ rtanggal : 08 Januari 2021

(NVEYF.
L = {UR AFNI SAIMIMA, S.H.
40P, 197905292005022001
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Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amurang
Nomor : W18-A6/61.b/0T.01.1/1/2021
Tanggal : 08 Januari 2021

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA AMURANG

TAHUN 2021
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN PENANGGUNG
NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA JAWAB SUMBER DATA
URAIAN
1 2 3 14 7 8
1 Terwujudnya Proses a. Persentase sisa Perkara Jumlah sisa perkara yang diselesaikan %100 % Panitera Laporan
Peradilan yang Pasti, yang diselesaikan Jumiatrsisaperkarayang harusdisetesatkan Bulanan dan
Trasnparan dan Laporan
Akuntabel Tahunan
Catatan:
Sisa perkara: Sisa perkara tahun sebelumnya
b. Persentase Perkara yang Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan o Panitera Laporan
diselesaikan tepat waktu x 100% Bulanan dan
Jumlah perkara yang ada Laporan
Tahunan
Catatan:
* Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang
harus diselesaikan (sisa awal tahun dengan perkara yang masuk)
* Jumlah Perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan
ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
* Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
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PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN PENANGGUNG
NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA SUMBER DATA
URAIAN JAWAB
1 2 3 4 7 8
c. Persentase Penurunan sisa T 0-61 x100% =0 Panitera Laporan
perkara 0 Bulanan dan
Laporan
Tn. = Sisa perkara tahun berjalan Tahunan
Tn.1 = Sisa perkara tahun
sebelumnya Catatan :
Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya
d Persentase Perkara yang umlah sisa perkara yang disclesaikan 00 % Panitera Laporan
tidak mengajukan upaya Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan Bulanan dan
hukum: Laporan
e Banding Tahunan
o Kasasi Catatan:
e PK * Upaya hukum = BAnding, Kasasi,PK
*  Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum , maka semakin
puas atas putusan pengadilan
e. Index Responden Pencari Index Kepuasan Pencari Keadilan Panitera Laporan

Keadilan yang puas
terhadap layanan

peradilan

Catatan :

PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004
tentang Pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit
pelayanan instansi pemerintah, sesuai peraturan menteri PAN dan RB Nomor
16 Tahun 2014 tentang

Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
Publik

Bulanan dan
Laporan

Tahunan
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PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN PENANGGUNG
NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA JAWAB SUMBER DATA
URAIAN
1 2 3 4 7 8
2 Peningkatan Efektifitas a. Persentase penyelesaian —Jumlah isi putusan yang diterima tepat wakiu_ Panitera Laporan
x100%
Pengelolaan (minutasi) perkara Jumlah Putusan Bulanan dan
Penyelesaian Perkara sesusai dengan jangka Laporan
waktu yang ditentukan Tahunan
(tepat waktu)
. 1 1 1 1 .

b. Persentase salinan ——Jumlah salinan Putusan-/ penetapan diterima pihak tepat waktu % 100% Panitera Laporan
putusan/penetapan Jumlah Putusan Bulanan dan
yang dterima oleh Laporan
para Pihak tepat Tahunan
waktu

c. Persentase perkara yang _hunlah_p&tkara_yang_dlsﬂesalka.mmelahmnedlas_x 100% Panitera Laporan Mediasi
berhasil diselesaikan Jumlah perkara yang dilakukan mediasi
melalui mediasi Catatan:

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
d. Persentase berkas perkara Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Panitera Laporan
Kasasidan PK secara ]nngl{:\p
yang dimohonkan x100% Bulanan dan

Banding, Kasasi, dan PK
yang diajukan secara

lengkap dan tepat waktu

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum

Laporan

Tahunan
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PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG
NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA JAWAB SUMBER DATA
URAIAN
1 2 3 4 7 8
3 Meningkatnya akses a. Persentase Perkara Prodeo Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan Panitera Laporan Bulanan
x100% dan Laporan
Peradilan bagi masyarakat yang diselesaikan Jumlah perkara Prodeo Tahunan
miskin dan terpinggirkan
Catatan:
PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
b. Persentase Perkara yang Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Panitera Laporan Bulanan

diselesaikan di luar

gedung pengadilan

Gedung Pengadilan
x100%

Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan

di luar gedung Pengadilan

Catatan:

*

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

* Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor
Pengadilan

(setting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

dan Laporan
Tahunan
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Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan
c. Persentase perkara x100% Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan
Permohona Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diajukan Tahunan
(Voluntair) Identitas
Hukum
Catatan :
* PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam
rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran
* SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan
Perkara
Volunteer Isbat Nikah dalam pelayanan terpadu
* Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama, dan
Dinas Kependudukan Catatan Sipil
d. Persentase pencari keadilan Jumlah perkara keadilan golongan tertentu yang Panitera Laporan Bulanan
Mendapatkan layanan bantuan hukum dan Laporan
golongan tertentu yang x100% Tahunan

mendapat layanan bantuan

hukum (Posbakum)

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu

Catatan :
* PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

* Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).

Laporan Bulanan
dan Laporan
Tahunan

Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti x100% Panitera

Terhadap Putusan Perdata yang ditindaklanjuti Jumlah putusan perkara yang sudah BHT

Pengadilan (di eksekusi)
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PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN PENANGGUNG
NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA JAWAB SUMBER DATA
URAIAN
1 2 3 4 7 8
* Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama, dan
Dinas Kependudukan Catatan Sipil
d. Persentase pencari keadilan Jumlah perkara keadilan golongan tertentu yang Panitera Laporan Bulanan
Mendapatkan layanan bantuan hukum dan Laporan
golongan tertentu yang x 100% Tahunan
mendapat layanan bantuan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu
hukum (Posbakum)
Catatan :
* PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
* Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).
4 Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti Panitera Laporan Bulanan

Terhadap Putusan

Pengadilan

Perdata yang ditindaklanjuti
(di eksekusi)

x100%
Jumlah putusan perkara yang sudah BHT

dan Laporan
Tahunan
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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2021
\9) J1. Trans Sulawesi, Lopana, Amurang Timur, Minahasa Selatan

Telp. (0430) 21407 www.pa-amurang.go.id pengadilanagamaamurang@ymail.com
Fax. (0430) 21287



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbildlamin, puja dan puji Syukur hanya untuk Allah SWT, dzat Yang
Maha Kuasa yang telah melimpahan Rahmat, Nimat dan Karunia-Nya kepada Kami, sehingga
pada saat ini Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilam Agama Amurang Tahun 2021
telah selesai disusun dan ditetapkan. Shalawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah
SAW, tokoh perubahan di dunia sebagai suri tauladan bagi manusia di alam dunia.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dokumen ini merupakan
amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional serta pelaksanaan dari Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap kementrian lembaga dan satuan
kerja mandiri wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok-fungsi serta
pengelolaan sumber dayanya dengan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP)
yang dibuat berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan.

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Agama Amurang Tahun
2021 ini bertujuan sebagai bahan perencanaan, pedoman dan sekaligus dasar dalam
melaksanakan dan mengukur pencapaian kinerja Pengadilan Agama Amurang tahun 2021
yang akan datang. Dimana dengan RKT merupakan tolak ukur dalam evaluasi dan penilaian
kinerja unit layanan, capaian keberhasilan tujuan dan sasaran organisasi, serta untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pengadilan Agama Amurang Tahun
2021 nantinya kepada masyarakat.

Penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Agama
Amurang Tahun 2021 ini berpedoman kepada Blue Print atau Cetak Biru Mahkamah Agung
Tahun 2010-2035. Selain itu, penyusunanya juga berpedoman pada Reviu Indikator Kinerja
Utama (IKU) Tahun 2021, Reviu Indikator Kinerja Utama.

Tahun 2020 dan juga Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Amurang
2020- 2024 yang telah disusun dan disahkan. Pencapaian kinerja tahun 2020 dan Anggaran
DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2021 dan perencanaan pengajuan anggaran 2021
juga menjadi penopang tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021
Pengadilan Agama Amurang ini.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah

memberikan sumbangan tenaga, waktu dan pemikiran dalam penetapan rencana kinerja
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tahunan Pengadilan Agama Amurang Tahun 2021 ini. Semoga kita semua dapat
bekerjasama dalam melaksanakan dan mencapai kinerja yang telah ditetapkan di Tahun

2021 ini dengan baik.

S Amu_‘rgpg, 04 Januari 2021

e ng,:cu‘;\a" epgadilan Agama Amurang,
/ “‘jl~.§3“‘ 1

/ Y"'.’,’T
( 2( f ‘
J ‘\NUR/AFNLSAIMIMA, S.H.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Amurang merupakan salah satu unit organisasi peradilan di
bawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum kabupaten
Minahasa Selatan yang terdiri dari 17 Kecamatan dengan 178 desa/kelurahan.

Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Amurang tidak dapat
terlepas dari birokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas
mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai
kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional.

Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program
termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN
sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Agama Amurang dapat mewujudkan
kepemerintahan yang baik (good governance). Sebagai pelaksana Pengadilan Tingkat
Pertama, Pengadilan Agama Amurang mempunyai visi yang menginduk kepada Mahkamah
Agung R], yaitu : “Mewujudkan Pengadilan Agama Amurang Yang Prima, Transparan
dan Akuntabel”.

Pengadilan Agama Amurang sebagai pelaksana Pelayan Publik dalam hal Pelayanan
dan Penegakan Hukum harus mempertanggungjawabkan kinerja kepada publik. Agar dapat
terukur dengan baik, Pengadilan Agama Amurang haruslah menetapkan Rencana Kinerja
Tahunan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menilai kinerjanya dalam melaksanakan
Tugas Pokok dan Fungsinya dalan 1 (satu) Tahun.

Selain itu, Rencana Kinerja Tahunan merupakan alat manajemen yang dibutuhkan
oleh Pengadilan Agama Amurang untuk dapat mengevaluasi capaian kinerjanya sehingga
bila dalam perjalanannya kinerja Pengadilan Agama Amurang menurun, Pimpinan dapat
segera melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memperbaiki kinerjanya.

Untuk itulah, Pengadilan Agama Amurang pada tahun 2021 ini, selain telah
menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 juga menyusun dan mengesahkan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021. RKT Tahun 2021 tersebut merupakan arah
pelaksanaan dan tolak ukur pencapaian kinerja Aparatur Pengadilan Agama Amurang dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sabagai lembaga penegak hukum di Tingkat

Pertama pada tahun 2021 nantinya.
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B. Maksud danTujuan

Adapun maksud dan tujuan disusun dan disahkannya Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Pengadilan Agama Amurang tahun 2021 ini adalah sebagai dasar atau pedoman
dalam pelaksanaan dan pengukuran pencapaian kinerja Pengadilan Agama Amurang pada
tahun 2021 nantinya. Melaui RKT ini, seluruh kinerja pemberian layanan yang dilakukan
oleh Aparatur Pengadilan Agama Amurang dapat diukur dan dinilai tingkat keberhasilan
pencapaiannya. Baik dari aspek tujuan dan sasaran organisasi secara umum, maupun
capaian kinerja individu aparatur pelaksananya. Selain itu, dokumen ini juga sebagai bentuk
upaya mewujudkan peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja Pengadilan Agama
Amurang pada tahun 2021 nantinya bagi masyarakat, khususnya masyarakat pencari

keadilan.
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BAB I
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Amurang 2020-2024 yang telah
disusun dan disahkan sebagai bentuk pelaksananaan Rencana Jangka Pembangunan
Menengah (RJPM). Dokumen tersebut merupakan pedoman untuk membuat perencanaan
jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Terhadap Rencana Strategis Pengadilan Agama Amurang 2020-2024 tersebut,
Pengadilan Agama Amurang pada tahun 2021 ini selain telah melakukan reviu, menyusun
dan menetapkan kembali Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama
Amurang 2020-2024.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut (Renstra 2020-
2024), Pengadilan Agama Amurang berusaha menyusun Rencana Kinerja Tahunan pada
tahun anggaran 2021 ini. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kehendak Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Agama Amurang Tahun
2021 ini telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi
pada Mahkamah Agung RI yang Berpedoman pada cetak biru (blue print) tahun 2010-2035.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Agama Amurang Tahun 2021 ini disusun dan
ditetapkan sebagai tonggak awal Pengadilan Agama Amurang dalam membangun sebuah
sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kinerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan
sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Agama Amurang Tahun 2020

tersebut adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik sebagai berikut :
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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA AMURANG

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Terwujudnya |a. Persentase sisa perkara 100% [Peningkatan [Peningkatan e Penyelesaian 100% -
proses yang diselesaikan Manajemen [Manajemen Administrasi perkara
peradilan yang Peradilan Peradilan yang kurang dari 4 bulan
pasti, Agama Agama
transparan dan |- Persentase Perkara 100% e Perkara dilingkungan 100% 6.000.000,-
akuntabel yang diselesaikan tepat peradilan agama yang
waktu diselesaikan melalui
pembebasan biaya
perkara
c. Persentase penurunan 100% e Perkara di lingkungan 100% 16.800.000,-
sisa perkara peradilan agama yang
diselesaikan di luar
gedung pengadilan
d. Persentasi Perkara yang 100% e Putusan/penetapan yang | 100% .
tidak melakukan upaya dikeluarkan Pengadilan
hukum : tidak mengajukan
e Banding Banding, Kasasi dan PK
e Kasasi
e PK
e. Indeks responden pencari| 100% e Tenaga teknis peradilan 100% -
keadilan yang puas agama yang berkompeten
terhadap layanan di bidang administrasi
peradilan peradilan
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perkara yang dimohonkan
Banding, Kasasi dan PK
yang diajukan secara
lengkap dan tepat waktu

dan Pengiriman berkas
perkara Banding, Kasasi dan
PK yang dikirimkan tepat
waktu (1 bulan sejak
pendaftaran).

1 2 3 6 7
. Peningkatan . Persentase penyelesaian 100% Tenaga tekhnis 100%
Efektivitas (minutasi) perkara sesuai Pengadilan agama
Pengelolaan dengan Jangka Waktu melaksanakan minutasi
Penyelesaian yang ditentukan (tepat berkas pada hari sidang
Perkara waktu) pengucapan
putusan/penetapan
untuk meningkat
pelayanan publik (pihak
yang berperkara)
. Persentase Salinan 100% Petugas Meja III 100%
Putusan yang diterima menyerahkan salinan
oleh para pihak tepat putusan kepada para
waktu pihak secara tepat waktu,
maksimal 1 hari setelah
pengucapan
putusan/penetapan
. Persentase Perkarayang | 100% Melaksanakan mediasi 100%
diselesaikan melalui dengan maksimal atas
mediasi perkara gugatan
(kontentius) yang kedua
belah pihak hadir di
sidang.
. Persentase berkas 100% Penanganan penerimaan | 100%
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1 2 3 4 5 6 7 8
3. Meningkatnya [a. Persentase perkara 100% [Peningkatan |Peningkatan Penerimaan dan 100% 6.000.000,-
Akses Peradilan| prodeo yang diselesaikan Manajemen |Manajemen penyelesaian perkara
bagi Masyarakat| Peradilan Peradilan prodeo
Miskin dan b. Persentase perkarayang | 100% |Agama Agama Melaksanakan sidang di 100% 16.800.000,-
Terpinggirkan diselesaikan di luar gedug luar gedung pengadilan
pengadilan (sidang keliling)
c. Persentase perkara 1%
Permohonan (Voluntair)
identitas hukum
d. Persentase Pencari 100% Terwujudnya pemberian | 100% -
Keadilan Golongan layanan bantuan hukum
Tertentu yang Mendapat bagi masyarakat miskin
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)
4. Meningkatnya |Persentase Putusan Perkara 1%  [Peningkatan [Pelaksanaan Permohonan 1%
Kepatuhan Perdata yang ditindaklanjuti Manajemen |layanan pelaksanaan eksekusi
Terhadap (dieksekusi). Peradilan permohonan terhadap putusan
Putusan Agama eksekusi pengadilan
Pengadilan
5. Meningkatnya [a. Persentase pengaduan 100% |Dukungan Pembinaan Satuan kerja yang 100% | 4.368.464.000,-
kualitas masyarakat yang Manajemen |Administrasi mendapatkan pembinaan
pengawasan ditindaklanjuti dan dan teknis pengelolaan
terhadap Pelaksanaan [Pengelolaan keuangan
Kinerja b. Persentase temuan hasil 100% |Tugas Teknis |Keuangan Laporan keuangan yang 100%
aparatur pemeriksaan eksternal Lainnya Badan Urusan | transparan dan akuntabel
peradilan yang ditindaklanjuti Mahkamah  |Administrasi
Agung
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tersedia

1 2 3 4 5 6 7 8
6. Peningkatan a. Persentase jumlah 100% |Peningkatan Pengadaan e Pengadaan Sarana dan 100% 37.000.000,-
sarana dan pengadaan sarana dan Sarana dan Sarana dan Prasarana Pendukung
prasarana prasarana Prasarana Prasarana di Kepaniteraan (PC dan
IAparatur Lingkungan Printer)
b. Presentase pemanfaatan 100% [Mahkamah Mahkamah ® Pengadaan Jaringan
sarana dan prasarana yang Agung Agung instalasi Kantor Pengadilan
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BAB III
PENUTUP

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Agama Amurang Tahun 2021
tersebut disusun dan ditetapkan. RKT tersebut semoga dapat dijadikan dasar atau pedoman
dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan di akhir tahun 2021 terhadap capaian kinerja
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Amurang sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

Selain itu, disusun dan ditetapkannya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan
Agama Amurang tahun 2021 ini juga menjadi bahan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan
(PKT) Pengadilan Agama Amurang Tahun 2021, yang nantinya menjadi pedoman dalam
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Amurang
Tahun 2021. Seluruh wupaya tersebut dilakukan agar dapat memenuhi kewajiban
akuntabilitas terhadap masyarakat dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam

pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Amurﬂang, 04 Januari 2021
"/ KetuaPengadilan Agama Amurang,

[ < A

Ny s

“s

AN
/., « NORARNISAIMIMA, S.H.

4, “ppP19790529 200502 2 001
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I

Perjanjian Kinerja Tahunan
(RKT) 2021
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PENGADILAN AGAMA AMURANG

JL Trans Sulawesi, Lopana
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini :

Nama : NUR AFNI SAIMIMA, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Amurang
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. ISKANDAR PAPUTUNGAN, M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Amurang, 04 Januari 2021
Pihals Pertama,

[ -

NURWFNI SAIMIMA, S.H.
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PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA AMURANG

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2 3 4
Terwujudnya Proses Peradilan yang a. Persentase sisa Perkara yang 100%
Pasti, transparan dan Akuntabel diselesaikan
b. Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan tepat waktu
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara 100%
d. Persentase Perkara yang tidak 100%
Mengajukan Upaya Hukum
a. Banding;
b. Kasasi;
c. Peninjauan Kembali
e. Index Responden Pencari Keadilan 100%
yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan a. Persentase Penyelesaian Minutasi 100%
Penyelesaian Perkara Perkara Sesuai dengan Jangka
Waktu yang ditentukan (tepat
waktu)
b. Persentase Salinan Putusan yang 100%
diterima oleh para pihak tepat
waktu
c. Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan Melalui Mediasi
d. Persentase berkas perkara yang 100%

dimohonkan Banding, Kasasi dan
PK yang diajukan secara lengkap
dan tepat waktu

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi a. Persentase Perkara Prodeo yang 100%
Masyarakat Miskin dan diselesaikan
Terpinggirkan b. Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan
c. Persentase Perkara Permohonan 1%

(voluntair) Identitas Hukum

d. Persentase Pencari Keadilan 100%
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap a. Persentase Putusan Perkara 1%
Putusan Pengadilan Perdata yang ditindak lanjuti

(dieksekusi)
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Kegiatan: Anggaran:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 2.423.922.000,-
2. Belanja Barang Rp. 804.042.000,-
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 1.098.000.000,-
4. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 41.000.000,-
- DIPA BUA MA Rl : Nomor SP DIPA-005.01.2.682171/2021 Rp. 4.368.464.000,-
- DIPA BADILAG MA RI : Nomor SP DIPA-005.04.2.682172/2021  Rp. 47.800.000,-
Jumlah Total Anggaran DIPA PA Amurang Tahun 2021 Rp. 4.416.264.000,-

Amurang, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, trasnparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASYRIFAH ABAS], S.Ag.

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Amurang
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR AFNI SAIMIMA, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Amurang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Amurang, 04 Januari 2021
Pihak|Pertama,

MASYRIFAH ABASI, S.Ag.
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PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA AMURANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

2 3 4

1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang a. Persentase sisa Perkara yang 100%

Pasti, transparan dan akuntabel diselesaikan

b. Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan tepat waktu

c. Persentase Penurunan Sisa 100%
Perkara

d. Persentase Perkara yang tidak 100%
Mengajukan Upaya Hukum
(Banding, Kasasi, Peninjauan
Kembali)

e. Index Responden Pencari Keadilan 100%
yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan

2. | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan a. Persentase Penyelesaian Minutasi 100%

Penyelesaian Perkara Perkara Sesuai dengan Jangka
Waktu yang ditentukan

b. Persentase Salinan Putusan yang 100%
diterima oleh Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu

c. Persentase Perkara yang berhasil 100%
diselesaikan Melalui Mediasi

3. | Meningkatnya Akses Peradilan Bagi a. Persentase Perkara Prodeo yang 100%

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan diselesaikan

b. Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan

c. Persentase Perkara Permohonan 1%
(voluntair) Identitas Hukum

d. Persentase Pencari Keadilan 0%
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap a. Persentase Putusan Perkara 1%

Putusan Pengadilan Perdata yang ditindak lanjuti

(dieksekusi)

Amurang, 04 Januari 2021
PihAk|Pertama,

MASYRIFAH ABASI, S.Ag.
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PERNYATAAN PERJAN]JIAN KINERJA

PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, trasnparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAUHARIL ULYA, S.H.I,,M.Sc.
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Amurang
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR AFNI SAIMIMA, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Amurang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Amurang, 04 Januari 2021
Pihak
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA AMURANG

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2 3 4
Terwujudnya Proses Peradilan yang a. Persentase sisa Perkara yang 100%
Pasti, transparan dan Akuntabel diselesaikan
b. Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan tepat waktu
c. Persentase Penurunan  Sisa 100%
Perkara
d. Persentase Perkara yang tidak 100%
Mengajukan Upaya Hukum
(Banding, Kasasi, Peninjauan
Kembali)
e. Index Responden Pencari 100%

Keadilan yang Puas Terhadap
Layanan Peradilan

Peningkatan Efektifitas a. Persentase Penyelesaian Minutasi 100%
Pengelolaan Perkara Sesuai dengan Jangka
Penyelesaian Perkara Waktu yang ditentukan

b. Persentase Salinan Putusan yang 100%
diterima oleh Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu

c. Persentase Perkara yang berhasil 100%
diselesaikan Melalui Mediasi

Meningkatnya Akses Peradian Bagi a. Persentase Perkara Prodeo yang 100%
Masyarakat Miskin dan diselesaikan
Terpinggirkan b. Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan
c. Persentase Perkara Permohonan 1%

(voluntair) Identitas Hukum

d. Persentase Pencari Keadilan 0%
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap a. Persentase Putusan Perkara 1%
Putusan Pengadilan Perdata yang ditindak lanjuti

(dieksekusi)
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Pih rtama,
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PERNYATAAN PERJAN]JIAN KINERJA

PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, trasnparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SUBARDI MOODUTO, M.H.
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Amurang
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR AFNI SAIMIMA, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Amurang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Amurang, 04 Januari 2021
Pihak Pegtama,
-—

IMOODUTO, M.H.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA AMURANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2 3 4
Terwujudnya Proses Peradilan yang Persentase sisa Perkara yang 100%
Pasti, transparan dan Akuntabel diselesaikan
Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan tepat waktu
Persentase Penurunan Sisa Perkara 100%
Persentase Perkara yang tidak 100%
Mengajukan Upaya Hukum
(Banding, Kasasi, Peninjauan
Kembali)
Index Responden Pencari Keadilan 100%
yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan
2. | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Persentase Penyelesaian Minutasi 100%
Penyelesaian Perkara Perkara Sesuai dengan Jangka
Waktu yang ditentukan
Persentase Salinan Putusan yang 100%
diterima oleh Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu
Persentase Perkara yang berhasil 100%
diselesaikan Melalui Mediasi
3. | Meningkatnya Akses Peradian Bagi Persentase Perkara Prodeo yang 100%
Masyarakat Miskin dan diselesaikan
Terpinggirk
erpinggirsan Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan
Persentase Perkara Permohonan 1%
(voluntair) Identitas Hukum
Persentase Pencari Keadilan 0%
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)
4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Persentase Putusan Perkara 1%

Putusan Pengadilan

Perdata yang ditindak lanjuti
(dieksekusi)
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Amurang, 04 Januari 2021
Pihak Pegtama,

P aad

(T MOODUTO, M.H.
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PERNYATAAN PERJAN]JIAN KINERJA

PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, trasnparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAMLIA HAMZAH, S.Ag.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Amurang
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NUR AFNI SAIMIMA, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Amurang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Amurang, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,

45

"

RAMLIA HAMZAH, S.Ag.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA AMURANG

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2 3 4

Mewakili Ketua PA Amurang Prosentase pelaksanaan tugas 100%
memimpin pelaksanaan tugas kesektariatan dalam hal pemberian
kesekretariatan dalam hal pemberian | dukungan di bidang administrasi,
dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya
organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana
manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama
di lingkungan Pengadilan Agama Amurang.
Amurang.
Melaksanakan penyiapan bahan a. Prosentase perencanaan program; 100%
pelaksanaan urusan perencanaan
program dan anggaran, pelaksanaan b Prosentase perencanaan anggaran; 100%
pengelolaan teknologi informasi dan
statistik, kepegawaian, penataan C. Prosentase pelaksanaan pengelolaan 100%
organisasi dan tata laksana, sub bagian Perencanaan, Pelaporan,
keuangan, pelaksanaan urusan surat IT, dan sub bagian Kepegawaian,
menyurat, arsip, perlengkapan, Organisasi Tata Laksana. Serta sub
rumah tangga, keamanan, bagian Umum dan Keuangan

keprotokoleran, dan perpustakaan.

Penyiapan bahan pelaksanaan Prosentase Penyiapan bahan 100%
pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
dokumentasi serta pelaporan di dokumentasi serta pelaporan di

lingkungan Kesekretariatan lingkungan Kesekretariatan Pengadilan
Pengadilan Agama Amurang. Agama Amurang.

Menetapkan sasaran kegiatan a. Prosentase kegiatan 100%
kesekretariatan setiap tahun kesekretariatan setiap tahun

kegiatan, serta menyusun dan berjalan.

menjadwalkan rencana kegiatan b. Prosentase Schedule Kegiatan 100%

bidang Kesekretariatan

Membagi tugas kepada bawahan dan Prosentase penanggung jawab 100%
menetapkan penanggung jawab berdasarkan tupoksi pada masing-

kegiatan kesekretariatan masing sub bagian.

Memantau pelaksanaan tugas Prosentase pelaksanaan evaluasi dan 100%
bawahan monitoring terhadap pelaksanaan

tugas bawahan
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Z 3 4

Menyiapkan konsep rumusan Prosentase rumusan kebijakan 100%
kebijaksanaan pimpinan dibidang pimpinan dibidang kesekretariatan
kesekretariatan

8. | Meningkatkan koordinasi dengan Prosentase koordinasi dengan instansi 100%
instansi-instansi terkait terkait;

9. | Menanggapi dan memecahkan Prosentase penyelesaian dan 100%
masalah yang muncul dibidang pemecahan masalah dibidang
kesekretariatan kesekretariatan;

10. | Mengawasi pelaksanaan realisasi Prosentase pelaksanaan pengawasan 100%
keuangan pada Bendaharawan melekat terhadap realisasi keuangan

pada bendaharawan;

11. | Menyampaikan laporan sesuai Prosentase penyampaian laporan; 100%
ketentuan yang berlaku

12. | Mengevaluasi prestasi kerja bawahan | Prosentase pengisian SKP kepada 100%
dilingkungan kesekretariatan setiap pegawai dilingkungan

kesekretariatan;

13. | Memberi penilaian Pekerjaan untuk Prosentase penilaian pekerjaan untuk 100%
bawahannya dilingkungan sekretariat | bawahannya dilingkungan sekretariat
pada setiap akhir tahun pada setiap akhir tahun;

14. | Mengevaluasikan prestasi kerja para Prosentase pelaksanaan evaluasi 100%
aparat dilingkungkan prestasi kerja para pegawai di
kesekretariatan. lingkungkan kesekretariatan;

15. | Menyusun DIPA Pengadilan Agama Prosentase Draft DIPA Pengadilan 100%
Amurang; Agama Amurang;

16. | Menetapkan PPK, PPSPM, Bendahara, | Prosentase Surat Keputusan tentang 100%
dan staf pengelola DIPA Pengadilan pengelola DIPA Pengadilan Agama
Agama Amurang melalui surat Amurang;
keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran;

17. | Menetapkan dan mengesahan Prosentase penerbitan Surat Perintah 100%
rencana pelaksanaan kegiatan dan Membayar (SPM) dan rencana kinerja.
rencana penarikan dana;

18. | Memberikan supervisi dan konsultasi | Prosentase supervisi dan konsultasi 100%

dalam pelaksanaan kegiatan dan
penarikan dana;

dalam pelaksanaan kegiatan dan
penarikan dana;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 2020




NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4

19. | Mengawasi penatausahaan dokumen | Prosentase pengawasan 100%
dan transaksi yang berkaitan dengan | penatausahaan dokumen dan transaksi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran; yang berkaitan dengan pelaksanaan
dan kegiatan dan anggaran;

20. | Menyusun laporan keuangan dan Prosentase laporan keuangan dan 100%
kinerja atas pelaksanaan anggaran kinerja atas pelaksanaan anggaran
sesuai dengan peraturan perundang- | sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. undangan;

21. | Merumuskan standar operasional Prosentase SOP tentang pengadaan 100%
agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan
barang/jasa sesuai dengan ketentuan | ketentuan tentang pengadaan barang
tentang pengadaan barang/jasa dan jasa pemerintah;
pemerintah;

22.| Melakukan pengawasan agar Prosentase pengawasan terhadap 100%
pelaksanaan kegiatan dan pengadaan | pelaksanaan kegiatan pengadaan
barang/jasa sesuai dengan keluaran barang/jasa;

(output) yang ditetapkan dalam
DIPA;

23. | Melakukan monitoring dan evaluasi Prosentase monitoring dan evaluasi 100%
agar pembuatan perjanjian/kontrak agar pembuatan perjanjian/kontrak
pengadaan barang/jasa dan pengadaan barang/jasa dan
pembayaran atas beban APBN sesuai pembayaran atas beban APBN sesuai
dengan keluaran (output) yang dengan keluaran (output) yang
ditetapkan dalam DIPA serta rencana | ditetapkan dalam DIPA sertarencana
yang telah ditetapkan; yang telah ditetapkan;

24. | Melakukan pengawasan, monitoring, Prosentase pelaksanaan pengawasan, 100%
dan evaluasi atas monitoring, dan evaluasi atas
pertanggungjawaban pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran dalam rangka penyusunan anggaran dalam rangka penyusunan
laporan keuangan. laporan keuangan.

Pihiak Kedua,

L v

o
]

I/%!AIMIMA, S.H.

Amurang, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,

4s

-
RAMLIA HAMZAH, S.Ag.
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PERNYATAAN PERJAN]JIAN KINERJA

PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, trasnparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ADIL, S.Ag., M.H.I.

Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Amurang
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUBARDI MOODUTO, M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Amurang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Amurang, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,
N

UHAMMAD ADIL, S.Ag., M.H.L.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA AMURANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Terwujudnya Proses Peradilan yang a. Persentase sisa Perkara yang 100%
Pasti, transparan dan Akuntabel diselesaikan
b. Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan tepat waktu
c. Persentase Penurunan Sisa 100%
Perkara
d. Persentase Perkara yang tidak 100%
Mengajukan Upaya Hukum
(Banding, Kasasi, Peninjauan
Kembali)
e. Index Responden Pencari Keadilan 100%
yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan
2. | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan | a. Persentase Penyelesaian Minutasi 100%
Penyelesaian Perkara Perkara Sesuai dengan Jangka
Waktu yang ditentukan
b. Persentase Salinan Putusan yang 100%
diterima oleh Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu
c. Persentase Perkara yang berhasil 100%
diselesaikan Melalui Mediasi
3. | Meningkatnya Akses Peradian Bagi a. Persentase Perkara Prodeo yang 100%
Masyarakat Miskin dan diselesaikan
Terpinggirkan b. Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan
c. Persentase Perkara Permohonan 1%
(voluntair) Identitas Hukum
d. Persentase Pencari Keadilan 0%

Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)
4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap a. Persentase Putusan Perkara 1%
Putusan Pengadilan Perdata yang ditindak lanjuti
(dieksekusi)

A 7 Amurang, 04 Januari 2021
) ~Pihak. o Pihak Pertama,

MUHAMMAD ADIL, S.Ag., M.H.I.
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PERNYATAAN PERJAN]JIAN KINERJA

PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, trasnparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOVIARDIANY TAHIR, S.H.IL.

Jabatan : Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Amurang
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUBARDI MOODUTO, M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Amurang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Amurang, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,

NOVIARD AN?TAHIR, S.H.I.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA AMURANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
Terwujudnya Proses Peradilan yang a. Persentase sisa Perkara yang 100%
Pasti, transparan dan Akuntabel diselesaikan
b. Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan tepat waktu
c. Persentase Penurunan Sisa 100%
Perkara
d. Persentase Perkara yang tidak 100%
Mengajukan Upaya Hukum
(Banding, Kasasi, Peninjauan
Kembali)
e. Index Responden Pencari 100%

Keadilan yang Puas Terhadap
Layanan Peradilan

2. | Peningkatan Efektifitas Pengelolaan a. Persentase Penyelesaian Minutasi 100%
Penyelesaian Perkara Perkara Sesuai dengan Jangka
Waktu yang ditentukan

b. Persentase Salinan Putusan yang 100%
diterima oleh Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu

c. Persentase Perkara yang berhasil 100%
diselesaikan Melalui Mediasi

3. | Meningkatnya Akses Peradilan Bagi a. Persentase Perkara Prodeo yang 100%
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan diselesaikan

b. Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan

c. Persentase Perkara Permohonan 1%
(voluntair) Identitas Hukum

d. Persentase Pencari Keadilan 0%
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap a. Persentase Putusan Perkara 1%
Putusan Pengadilan Perdata yang ditindak lanjuti
(dieksekusi)

Amurang, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,

MOODUTO, M.H. IANY TAHIR, S.H.I.
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, trasnparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KASMAT MOKODOMPIT, S.Ag.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Amurang
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAMLIA HAMZAH, S.Ag.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Amurang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Amurang, 04 Januari 2021

' g Plhak\I{edua, Pihak Pertﬁ,
o ///_\ \/C/j/
P ] / AR ‘
9 / /
o
iﬁﬁ[;ﬂh HAMZAH, S.Ag. ." SMAT MOKODOMPIT, S.Ag.

—

!
Fi]
©

A
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA AMURANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2 3 4
Koordinasi pelaksanaan dan . Tercapainya realisasi anggaran yang 100%
penerimaan serta pengeluaran dana dapat dipertanggungjawabkan.
yang tertuang dalam DIPA. . Tercapainya tertib administrasi
keuangan. 100%
. Terlaksananya laporan keuangan
yang berkualitas. 100%
2. | Menyusun rencana penarikan . Persentase SPM berdasarkan 100%
Anggaran jenisnya.
. Persentase SPM berdasarkan 100%
komponen dan akun.
. Persentase percepatan realisasi 100%
anggaran.
3. | Mengusulkan revsisi anggaran. . Persentase pagu minus 100%
. Persentase ketersediaan pagu 100%
langganan daya dan jasa sesuai
dengan kebutuhan.
4. | Membuat rencana Transparansi Tercapainya keterbukaan informasi 100%
realisasi anggaran. anggaran dan realisasi anggaran
yang dapat diakses publi lewat
internet.
. Terlaksananya papan transparansi 100%
realisasi anggaran.
5. | Mengontrol terupdatenya Data pada . Persentase data yang disajikan 100%
aplikasi Komdanas setiap bulan secara akurat.
berjalan. . Persentase laporan keuangan yang 100%
berkualitas.
6. | Print Out Remunerasi pada aplikasi Persentase laporan Remunerasi 100%
komdanas, untuk di uji dengan yang akurat.
rekapitulasi Abesensi manual . Persentase laporan Remunerasi 100%
kepegawaian setiap bulan berjalan. yang dapat dipertanggungjawabkan.
Terlaksananya kesesuaian data
absensi dengan potongan 100%

Remunerasi.
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Z 3 4

Mengontrol Print out Remunerasi pada Persentase laporan Remunerasi 100%

aplikasi komdanas untuk yang ditandatanggani.

ditandatangani oleh seluruh pegawai, . Persentase data aplikasi komdanas 100%

mengirim sofcopy pada aplikasi yang ter update.

komdanas dan hasil print out di kirim Terlaksananya pembayaran 100%

ke PTA Manado dan Mahkamah Agung Remunerasi tepat waktu.

RI Tercapainya kesejahteraan pegawai. 100%
. Persentase laporan Remunerasi 100%

tepat waktu.

8. | Mengontrol pengajukan SPM gaji . Persentase gaji induk yangakurat. 100%
induk ke KPPN sebelum tanggal 5 . Persentase percepatan realisasi 100%
setiap bulan berjalan. anggaran belanja gaji dan tunjangan

yang dapat dipertanggungjawabkan.

9. | Print out daftar Gaji pada aplikasi GPP . Persentase daftar gaji yang telah 100%
untuk ditandatanggani oleh seluruh ditandatanggi oleh pegawai.
pegawai setelah SP2D gaji induk . Terlaksananya pembayaran gaji 100%
diterbitkan. induk tepat waktu.

. Tercapainya kesejahteraan pegawai. 100%

10. | Mengontrol pengajuan SPM LS berupa Terlaksananya pembayaran gaji 100%
Pembayaran Honor tenaga kontrak Honorer dan honor pengelola Dipa
dan honor pengelola Dipa sebelum tepat waktu.
tanggal 3 bulan berjalan. Persentase percepatan penyerapan 100%

anggaran operasional dan
pemeliharaan perkantoran.

11. | Mengontrol pengajuan SPM GU (dana . Ketersediaan bahan ATK. 100%
rutin) setelah mendapatkan invoice . Ketersediaan dana Operasional 100%
langgnan daya dan jasa. perkantoran.

. Persentase pembayaran langganan 100%
daya dan jasa tepat waktu.

. Persentase percepatan penyerapan 100%
anggaran operasional dan
pemeliharaan perkantoran.

12. | Mengontrol pengajuan SPM LS (uang Terlaksananya pembayaran uang 100%
makan pegawai) setelah mendapatkan makan pegawai berdasarkan
reakapitulasi kehadiran pegawai yang kehadiran pegawai.
telah ditandatanggani oleh Ketua Tercapainya kesejahteraan pegawai. 100%
Pengadilan. Persentase percepatan penyerapan 100%

anggaran pembayaran gaji dan
tunjangan.
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Z 3 4

13. | Mengontrol pengajuan SPM LS . Terlaksananya pembayaran 100%
(pergantian perjalanan Dinas) setelah perjalanan dinas berdasarkan bukti
mendapatkan bukti-bukti pengeluaran pengeluaran.
dan dokumen SPD tiba berangkat . Tercapainya tertib administrasi 100%
telah ditandatanggani dengan keuangan.
lengkap . Tercapainya realisasi anggaran yang 100%

dapat dipertanggungjawabkan.

. Terlaksananya laporan keuangan
yang berkualitas. 100%

14. | Mengontrol pengajuan SPM LS (belanja | a. Terlaksananya pembayaran uang 100%
modal) untuk uang muka kerja setelah muka kerja berdasarkan dokumen
dokomen kontrak atau SPK kontrak.
ditandatanggani oleh PPK dan Pihak . Tercapainya tertib administrasi 100%
ketiga. keuangan.

. Persentase percepatan penyerapan 100%
anggaran belanja modal yang dapat
dipertanggungjawabkan.

15. | Mengontrol pengajuan SPM LS (untuk . Terlaksananya pembayaran 100%
pengadaan Langsung) setelah pengadaan barang dan jasa
menerima berita acara yang telah berdasarkan Spesifikasi barang.
ditandatanggani oleh Pejabat . Tercapainya tertib administrsi 100%
Pemeriksa Barang. keuangan.

. Persentase percepatan penyerapan 100%
anggaran belanja modal yang dapat
dipertanggungjawabkan.

16. | Mengontrol pengajuan (Pembayaran . Terlaksananya pembayaran 100%
persentase) setelah mendapatkan angsuran yang disesuaikan dengan
dokumen kemajuan pekerjaan yang prestasi pekerjaan.
ditandatanggani oleh PPK dan . Tercapainya tertib administrsi 100%
konsultan pengawasan pekerjaan. keuangan.

. Persentase percepatan penyerapan 100%
anggaran belanja modal yang dapat
dipertanggungjawabkan.

17. | Mengontrol pengajuan SPM, UP/TUP . Terlaksananya pembayaran 100%
tentang pembebasan biaya perkara, pembebasan biaya perkara
setelah mendapatkan Surat Keputusan berdasarkan SKKPA.
pembebasan biaya dari Kuasa . Terlaksananya perjalanan sidang 100%
Pengguna Anggaran dan SPM keliling berdasarkan SK Penetapan
pelaksanaan sidang diluar gedung Lokasi Sidang.
pengadilan setelah adanya SK . Tercapainya tertib administrsi 100%
penetapan lokasi sidang dan keuangan.
perkaranya telah terdaftar di . Persentase percepatan penyerapan 100%

Pengadilan.

anggaran Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Agama.
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1 Z 3 4

18. | Mengontrol pelaksanaan administrasi Terlaksananya penyetoran PNBP 100%

penerimaan dan penyetoran tepat waktu.
Penerimaan Negara Bukan Pajak . Terlaksananya penyetoran PNBP 100%
melalui registrasi dan pembayaran secara online melalui aplikasi
online pada Aplikasi Simponi PNBP. Simponi PNBP.
Tercapainya tertib administrsi 100%
keuangan.
Presentase laporan penerimaan 100%
PNBP tepatwaktu.
19. | Mengupdate data pada aplikasi e- . Persentase laporan keuangan online 100%
monev pabbenas setiap triwulan. pada aplikasi e-monev bappenas
setiap triwulan.
. Persentase data target dan realisasi 100%
yang disajikan secara akurat.
. Presentase laporan keuangan tepat 100%
waktu.

20. | Mengupdate data pada aplikasi monev. | a. Persentase laporan keuangan online 100%
Kemenkeu setiap bulan berjalan. pada aplikasi monev kemenkeu

setiap bulan.

. Persentase data realiasisasi dan 100%
volume yang terselesaikan disajikan
secara akurat.

. Presentase laporan keuangan tepat 100%
waktu.

21. | Mengontrol terlaksananya rekonsiliasi . Terlaksananya keseragaman 100%
internal antara data pada aplikasi . Tercapainya berita acara rekon 100%
saiba dengan data aplikasi SIMAK- internal yang ditandatanggani. 100%
BMN setiap akhir bulan berjalan. . Persentase laporan keuangan tepat

waktu.

22. | Mengontrol Print out SP2D pada . Terlaksananya keseragaman 100%
aplikasi SPAN setelah adanya inbox . Tercapainya berita acara rekon 100%
pada email satker tentang SPM yang internal yang ditandatanggani.
diajukan telah diroses. . Presentase laporan keuangan tepat 100%

waktu.

23. | Mengontrol pelaksanaan rekonsiliasi Persentase Laporan Pertanggung 100%
data Saiba (SAI) dengan data Span jawaban Bendahara Pengeluaran
(KPPN) setiap akhir bulan berjalan). yang akurat.

. Tercapainya keseragaman data SAI 100%
dan data Span.

. Tercapainya berita acara 100%
rekonsiliasi yang ditandatanggani.

. Terlaksananya keseragaman PNBP 100%
dan pajak yang diterima dan
disetorkan ke Kas Negara.

. Presentase laporan keuangan tepat 100%

waktu.
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4

24. | Melakukan pencocokan data sisa pagu . Terlaksananya pemuktahiran data 100%
antara rencana penarikan anggaran . Terlaksananya rencana penarikan 100%
manual, data saiba dan data span dana yang falid.
setiap akhir bulan berjalan setelah
Berita Acara rekonsiliasi dan hasil
dengan KPPN diterima.

25. | Membuat laporan realisasi anggaran . Persentase penyerapan anggaran 100%
manual setelah rekonsiliasi KPPN . Terlaksananya rencana realisasi 100%
untuk ditandatanggani oleh Kuasa Anggaran manual.

Pengguna Anggaran, dikirim ke PTA . Persentase laporan LRA manual ke 100%
setiap bulan berjalan. PTA tepat waktu.

26. | Mengontrol dan Membuat rincian . Terlaksananya bukti-bukti 100%
permintaan pembayaran untuk SPM pengeluaran
GU/TUP Nihil. . Tertib administrasi keuangan. 100%

27. | Mengupdate Catatan atas Laporan a. Terlaksananya laporan keuangan 100%
keuangan pada aplikasi komdanas yang berkualitas.
setiap semester. . Persentase laporan yang tepat 100%

waktu.

28. | Rapat koordinasi dan pembinaan . Persentase hukuman disiplin 100%
kepada bawahan pegawai.

. Persentase beban kerja yang 100%
diselesaikan tepat waktu.

. Persentase pekerjaan yang belum 100%
diselesaikan

29. | Mengkonsep surat yang perlu . Persentase Surat masuk yang 100%
ditanggapi terselesaikan

. Terlaksananya tugas keprotokoler 100%
dengan baik.

30. | Mengusulkan penghapusan . Persentase Laporan inventaris 100%
Barang inventaris Barang

. Persentase daftar aset yang rusak 100%
berat

. Persentase daftar aset yang 100%
dihentikan penggunaannya.

. Terpenuhinya sarana dan prasarana 100%

perkantoran
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Z 3 4
31. | Membuat/mengontrol laporan . Persentase lapaoran Simak tepat 100%
tahunan barang inventaris ke KPKNL waktu
Manado. . Persentase daftar aset yang rusak 100%
berat
32. | Mengontrol administrasi Persentase buku masuk 100%
perpustakaan serta buku masuk untuk perpustakaan perbulan
didaftarkan pada buku inventaris Persentase buku perpustakaan yang 100%
manual dan pada aplikasi Simak BMN. menjadi aset BMN
Terlaksanananya manejemen 100%
perpustakaan yang baik.
34. | Mengontrol kebersihan ruangan dan . Persentase kebersihan ruangpublik 100%
halaman kantor. . Terlaksananya gedung perkantoran 100%
yang baik.
35. | Mengontrol daftar barang ruangan. Persentase jumlah ruangan dan 100%
jumlah DBR
Persentase laporan simak BMN 100%
yang akurat.
36. | Mengontrol pendataan Aset pada Persentase belanja modal yang 100%
Aplikasi Simak BMN. telah menjadi Aset BMN
Persentase laporan simak BMN 100%
yang akurat.
37. | Mengontrol buku agenda surat masuk . Persentase surat masuk dan keluar 100%
dan keluar. perbulan
. Persentase surat masuk dan keluar 100%
berdasarkan kode surat.
. Terlaksananya tertib administarsi 100%
yang baik.
38. | Mengontrol terlaksananya rekonsiliasi . Persentase LP] Bendahara 100%
laporan pertanggungjawaban pengeluaran yang terselesaikan.
bendahara. . Terlaksananya administrasi 100%
keuangan yang baik
39. | Mengontrol dan menandatangani Terlaksananya manajemen 100%
jadwal apel dan absensi pegawai perkantoran yang baik.
honorer. Persentase pegawai honorer yang 100%

terlambat masuk dan TK dll.
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40.

Melakukan tugas sebagai PPSPM yakni
memeriksa dan menvalidasi SPM

. Prosentase pengajuan SPM Gaji

Induk yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan

. Prosentase Pengajuan SPM LS

berupa pembayaran honor tenaga
kontrak dan Honor pengelola DIPA
yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan

. Prosentase Pengajuan SPM GU

(dana rutin) yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan

. Prosentase Pengajuan SPM LS (uang

makan pegawai) yang akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan

. Prosentase Pengajuan SPM LS

(pergantian perjalanan dinas) yang
akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan

. Prosentase Pengajuan SPM

(belanja modal) yang akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan

. Prosentase menguji dan menanda

tangani SPP;

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Amurang, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,

// e

[ WAT MOKODOMPIT, S.Ag.
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PERNYATAAN PERJAN]JIAN KINERJA

PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, trasnparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAMLA ABAS

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan
Agama Amurang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAMLIA HAMZAH, S.Ag.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Amurang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Amurang, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,

RAMLA ABAS
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA AMURANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2 3 4
Meningkatkan disiplin pegawai . Prosentase pelaksanaan apel; 100%
berdasarkan peraturan yang berlaku; . Prosentase pemberian teguran lisan 35%
bagi PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin;
. Prosentase pemberian teguran 50%
tertulis bagi PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin.
. Prosentase pemberian hukuman 50%
disiplin berat sesuai PP 53 tahun
2010

2. | Mengusulkan kenaikan pangkat . Prosentase pegawai yang naik 100%
pegawai periode April dan Oktober pangkat periode April2018;

2021; . Prosentase pegawai yang naik 100%
pangkat periode Oktober2018.

3. | Mengusulkan Karis/Karsu, Taspen . Prosentase pengusulan karis/karsu; 100%
Askes bagi pegawai yang belum . Prosentase pengusulan taspen; 100%
memiliki; . Prosentase pengusulan Askes. 100%

4. | Peningkatan penataan arsip dan Prosentase pemeriksaan arsip 100%
dokumentasi kepegawaian (File pegawai yang hilang/rusak;

Manual); Prosentase pergantian kelengkapan 100%
berkas pegawai yang hilang/rusak

5. | Mengarsipkan setiap data Pegawai . Prosentase hasil scan data pegawai 100%
dalam bentuk Arsip Digital, sehingga yang dibuat dalam bentuk pdf
dapat diakses oleh semua pegawai;

6. | Melaksanakan dan meningkatkan . Prosentase data pegawai yang 100%
pemutakhiran data Sistem Aplikasi diinput dalam aplikasi SIKEP MARI;

Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan . Prosentase data pegawai yang 100%

melaksanakan Verifikasi dan Validasi
data kepegawaian pada Aplikasi
SIMPEG on line Ditjen Badilag
Mahkamah Agung RI dan SIMKEP
Terpadu Mahkamah Agung RI,
sehingga dapat mempertahankan
prestasi yang telah dicapai;

diinput dalam SAPK.
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2 3 4
Menghimpun dan menata peraturan a. Prosentase peraturan perundang- 50%
perundang-undangan di bidang undangan tahun 2021 yang
kepegawaian dalam bentuk soft copy; disimpan dalam bentuk soft copy
dan hard copy

8. | Mengefektifkan absensi dan notulensi | a. Prosentase pembuatan notulen dan 100%
pada setiap kegiatan rapat dinas, rapat absensi rapat umum
pimpinan dan pertemuan bidang b. Prosentase pembuatan notulen dan 100%
kesekretariatan, untuk absensi rapat pimpinan
didokumentasikan;

9. | Membuat buku Catatan Harian untuk a. Prosentase pembuatan dan 100%
semua pegawai, sehingga setiap pembagian buku catatan harian
pegawai dapat Menilai Pekerjaan kerja bagi semua pegawai;
Sendiri (MPS), sekaligus sebagai bahan | b. Prosentase realisasi pengisian Buku 100%
pertimbangan bagi pimpinan untuk Catatan Harian yang dilakukan oleh
menetapkan pegawai yang akan pegawai;
menjadi Role Model yang memenuhi c. Prosentase penilaian atasan kepada 100%
standar profesionalisme, integritas dan bawahan yang dituangkan dalam
kejujuran, dilakukan setiap akhir BCH;
tahun;

10. | Membuat Identity Card (ID CARD) bagi | Prosentase pembuatan Id Card bagi 100%
pegawai yang belum memiliki; pegawai yang belum memiliki;

11. | Mengadakan Diklat di Tempat Kerja a. Prosentase pelaksanaan DDTK 100%
(DDTK) kepada semua pegawai tentang pengisian SKP kepada setiap
Tentang pengisian SKP maupun pegawai;
penilian SKP dalam aplikasi secara b. Prosentase pelaksanaan DDTK 100%
tepat dan komprehensip; tentang penilian SKP kepada setiap

atasan langsung.

12. | Mengadakan sosialisasi tentang Prosentase pelaksanaan sosialisasi 100%
pengisian lembar kerja dalam aplikasi | tentang pengisian lembar kerja dalam
SIMARI kepada semua pegawai; aplikasi SIMARI

13. | Melakukan kontrol/monitoring Prosentase pelaksanaan kontrol rekap 100%

terhadap Rekap absen setiap akhir
bulan berdasarkan hasil absen
manual dengan print out data
komdanas;

absen setiap bulan
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14. | Menindaklanjuti usulan Karpeg Prosentase tindak lanjut bagi pegawai 100%
elektronik bagi pegawai yang belum yang belum memiliki KPE.
memiliki.
15. | Mengusulkan kepada pimpinan agar Prosentase perpindahan staf antar 100%
diadakan roling staf bidang divisi.
kepaniteraan maupun kesekretariatan
guna penambahan pengalaman
maupun ilmu secara merata dan
mengantisipasi tidak terjadinya
kejenuhan staf dalam bekerja.
16. | Mengusulkan promosi jabatan bagi Prosentase promosi pegawai untuk 20%
pegawai dalam rapat baperjakat guna mengisi jabatan yang masih kosong;
mengisi adanya kekosongan jabatan
jika terjadi mutasi pegawai/pejabat;
17. | Menerbitkan surat cuti bagi pegawai Prosentase surat izin cuti yang 30%
yang mengusulkan cuti; diterbitkan.
18. | Menerbitkan SK KGB bagi pegawai Prosentase SK KGB yang diterbitkan 100%
yang telah memenuhi persyaratan untuk periode Januari s.d Desember
mengusulkan pegawai yang belum 2021
19. | Mengusulkan pejabat struktural yang Prosentase pengusulan pejabat 100%

belum mengikuti diklat PIM untuk
mengikuti diklat PIM

struktural untuk mengikuti diklat PIM

: ..Pihak Kedua,

Amurang, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,
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PERNYATAAN PERJAN]JIAN KINERJA

PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, trasnparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUKMAN POIYO

Jabatan : Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. SUBARDI MOODUTO, M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Amurang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Amurang, 04 Januari 2021
ak Pertama,

* PiliakKedua,

LUKMANYOIYO
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PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA AMURANG

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2 3 4
Terwujudnya Proses Peradilan yang a. Persentase sisa Perkara yang 100%
Pasti, transparan dan Akuntabel diselesaikan
b. Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan tepat waktu
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara 100%
d. Persentase Perkara yang tidak 100%
Mengajukan Upaya Hukum
(Banding, Kasasi, Peninjauan
Kembali)
e. Index Responden Pencari Keadilan 100%
yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan a. Persentase Penyelesaian Minutasi 100%
Penyelesaian Perkara Perkara Sesuai dengan Jangka
Waktu yang ditentukan
b. Persentase Salinan Putusan yang 100%
diterima oleh Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu
c. Persentase Perkara yang berhasil 100%

diselesaikan Melalui Mediasi

Meningkatnya Akses Peradian Bagi a. Persentase Perkara Prodeo yang 100%
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan diselesaikan
b. Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan
c. Persentase Perkara Permohonan 100%

(voluntair) Identitas Hukum

d. Persentase Pencari Keadilan 100%
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

2

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan

3
a. Persentase Putusan Perkara

Perdata yang ditindak lanjuti
(dieksekusi)

4
0%

Amurang, 04 Januari 2021
Pihak Pertama,

LUKMANPOIYO
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PERNYATAAN PERJAN]JIAN KINERJA

PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, trasnparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUKMAN POIYO
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama
Amurang

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : RAMLIA HAMZAH, S.Ag.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Amurang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Amurang, 04 Januari 2021
\hak Pertama,

LUKMANPOIYO
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA AMURANG

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2 3 4
Menyusun Program Kerja a. Prosentase data usulan kebutuhan 100%
Perencanaan; (kegiatan) tiap bagian untuk
menjadi bahan perencanaan;
b. Prosentase perencanaan Rencana 100%
Kegiatan Anggaran (RKA) sesuai
analisa jumlah pegawai dan volume
kebutuhan tiap bagian;
2. | Mengontrol petugas IT agar selalu siap | Prosentase capaian petugas IT dalam 100%
dalam melaksanakan pelayanan IT menyelesaikan tugas publikasi data
untuk kebutuhan tiap bagian; dan laporan tiap bagian;
3. | Melakukan Evaluasi kerja bagian Prosentase capaian kerja pada setiap 100%
Perencanaan, Teknologi Informasi dan | pegawai perencanaan sesuai SKP yang
Pelaporan setiap bulan; terselesaikan serta hambatan dan
kendalanya;
4. | Menyusun Laporan LAKjIP dan Prosentase pengumpulan data 100%
Tahunan; laoparan setiap bagian untu jadi bahan
penyusunan;
5. | Menyusun program kerja Tahunan; Prosentase pengumpulan data rencana 100%
kegiatan setiap bagian untuk jadi
bahan penyusunan;
6. | Mencetak dan meneruskan surat Tertib administrasi persuratan dan 100%
masuk dari website atau e-mail kepada | kearsipan
bagian umum untuk di disposisi.
7. | Meneliti dan mengoreksi data untuk Kelengkapan data guna penyusunan 100%
penyusunan laporan LKjIP. LKjIP yang akuntabel.
8. | Meneliti dan mengoreksi data untuk Kelengkapan data guna penyusunan 100%
penyusunan laporan tahunan. laporan tahunan
9. | Mengetik daftar penyusunan Rencana | Adanya penyusunan Rencana Kegiatan 100%
Kegiatan Anggaran (RKA) dan Anggaran (RKA) dan dokumen lainnya
dokumen lainnya.
10. | Mengetik laporan tahunan dan LKjIP. Adanya Laporan Tahunan dan LkjIP 100%
11. | Menghimpun data tiap bagian untuk Tersedianya kelengkapan data sebagai 100%
bahan penyusunan laporan tahunan. bahan dalam peyusunan Laporan
Tahunan.
12. | Menghimpun data tiap bagian untuk Tersedianya kelengkapan data sebagai 100%

bahan penyusunan LKjIP

bahan dalam peyusunan LKjIP.
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INDIKATOR KINERJA TARGET

NO SASARAN STRATEGIS
1 Z 3 4
13. | Menghimpun data tiap bagian untuk Adanya referensi dalam penentuan 100%

penyusunan Rencana Kegiatan alokasi pendanaan tiap bagian pada

Anggaran (RKA) dan Dokumen RKA
Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Amurang, 04 Januari 2021
ihak Pertama,

Pitiak Kedua,

Ts's
2"
4 [

LUKMAN POIYO
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJAN]JIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, trasnparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEWI ARIMBI BARGOWO

Jabatan : Pengelola Kepegawaian Pengadilan Agama Amurang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAMLA ABAS

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan
Agama Amurang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Amurang, 04 Januari 2021

Pihak Pertama,

DEWY ARIMBI BARGOWO
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Piagam Penghargaan
Tahun 2021
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1. Posisi Terbaik 2 Realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 04 (DIPA) Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Pengadilan Tinggi Agama Manado)
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2. Posisi Terbaik 3 Direktori Putusan (Pengadilan Tinggi Agama Manado)
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3. Posisi Terbaik 3 Publikasi Putusan (Pengadilan Tinggi Agama Manado)
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